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ASMAWATI ILYAS. Manajemen Konflik Partai Golkar Pada pemilukada 
Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Dibimbing oleh Prof. Dr. Armin, M.Si Sebagai 
Pembimbing I dan Drs. H. A. Ya’kub, M.Si Sebagai Pembimbing II 
Pemilihan Bupati di Kabupaten Pinrang pada bulan September 2013 
terjadi konflik yaitu Konflik internal pada Partai Golkar dalam mengusungkan 
Calon Bupati. Partai Golkar memiliki Sistem dan Mekanisme dalam manajemen 
konflik yang terjadi pada Partainya yaitu dengan cara dominasi, integratif, 
komando otoritatif dan kompromi. Masalah internal yang terjadi pada Partai 
Golkar yang ada di Pinrang secara keseluruhan dibawa kepusat untuk dirapatkan 
kemudian mencari solusi dari perselisihan dari seluruh pihak yang berkonflik. 
DPP sebagai pengambil keputusan untuk menentukan solusi dari pihak yang 
berkonflik. Rapat yang digelar di pusat menggunakan cara komando otoritatif 
yang menekan konflik tersebut kemudian membuat semua pihak harus menerima 
keputusan yang diambil oleh DPP Golkar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis cara-cara yang digunakan Partai Golkar dalam Manajemen Konflik 
yang terjadi pada Partainya sehingga manfaatnya adalah Sebagai bahan 
informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui Cara-cara yang 
digunakan Partai Golkar dalam Manajemen Konflik. Adapun metode penelitian 
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan unit analisisnya adalah 
lembaga yaitu Partai Golkar. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa cara yang digunakan oleh 
Partai Golkar dalam Manajemen Konflik yaitu cenderung menggunakan cara 
Dominasi (penekanan) dalam artian Partai Golkar menekan konflik tersebut 
kemudian menghilangkannya sehingga tidak diketahui lagi. Kedua adalah 
Penyelesaian secara integratif sebagai pendukung cara Dominasi tersebut dalam 
artian Partai Golkar tetap menggunakan teknik-teknik problem solving namun 
tetap tidak dapat membantah terhadap apapun keputusan yang diambil oleh 
DPP. Ketiga Komando Otoritatif juga sebagai pendukung cara Dominasi 
digunakan. Dalam artian Partai Golkar menggunakan Sistem Komando pada 
Partainya. Siapapun kader atau pengurus yang tidak patuh pada keputusan yang 
diambil oleh DPP maka dengan terpaksa mereka yang membantah harus 
dikeluarkan dari Partai Golkar. Keempat adalah Kompromi tetap digunakan 
dalam pengambilan keputusan namun tetap hanya sebagai pendukung cara 
Dominasi yang digunakan Partai Golkar walau bagaimanapun tetap dikembalikan 
ke keputusan DPP. 
Hasil penelitiannya bahwa Partai Golkar menggunakan Sistem dan 
mekanismenya berdasarkan Komando Otoritatif. Cara yang digunakan Partai 
Golkar cenderung menggunakan cara Dominasi ketiga dari cara Manajemen 
Konflik yaitu penyelesaian secara integratif, Komando otoritatif dan kompromi. 
Hanya merupakan Pendukung dari cara Dominasi yang digunakan Partai Golkar. 
Adapun sarannya adalah sebaiknya Partai Golkar menggunakan cara 
Penyelesaian integratif meskipun membutuhkan waktu cukup lama untuk 
menghasilkan sebuah keputusan. Cara selanjutnya yaitu tetap menggunakan 
cara Komando Otoritatif namun dengan orientasi Win-Win sehingga semua pihak 
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A. LATAR BELAKANG 
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang 
untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut 
beraneka-ragam, mulai dari presiden, gubernur, walikota, bupati, dan 
wakil rakyat sampai kepala desa. Pemilu bertujuan untuk melaksanakan 
kedaulatan Rakyat dan melaksanakan pergantian personal pemerintahan 
secara damai, aman dan tertib. Pemilu juga sebagai perwujudan hak asasi 
politik rakyat. 
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia 
dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat 
yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket 
bersama dengan wakil kepala daerah. Sebelum tahun 2005, kepala 
daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara 
langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada 
bulan Juni 2005.  
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Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim 
pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala 
daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini 
adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011, terbit undang-undang 
baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang 
digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.1 
Pada Pemilihan Bupati di Indonesia, Partai-Partai memiliki 
mekanisme dan aturan tersendiri dalam mengusungkan calonnya. 
Misalnya melihat survei dari calon yang akan di usungnya dan memiliki 
elektabilitas yang tinggi. Pengabdian terhadap Partai juga merupakan 
mekanisme dalam pengusungan calonnya. 
Pelaksanaan Pilkada Di provinsi Sulawesi Selatan boleh dikatakan 
telah terlaksana dengan lancar pada beberapa kabupaten dan kota 
termasuk prosesi Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Provinsi 
Sulawesi Selatan. Namun demikian, konflik internal maupun konflik 
Pemilukada tidak dapat terhindarkan, karena sekalipun para kandidat 
telah membuat “komitmen bersama” yaitu menciptakan Pemilukada 
                                                          
1 
Wikipedia, Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 
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damai, ternyata kesepakatan tersebut tidak berarti dan tidak dapat 
dilaksanakan dalam praktek politiknya.  
Begitu pula konflik yang terjadi pada Pemilihan Bupati di Kabupaten 
Pinrang pada bulan September 2013. Ada banyak konflik yang terjadi di 
antaranya adalah Konflik internal pada Partai Golkar dalam 
mengusungkan Calon Bupati.  
Kandidat yang begitu yakin akan mendapat dukungan dan di usung 
oleh Partai Golkar sebagai Calon Bupati ialah Andi Aslam 
Patonangi(A2P). Ia begitu optimis akan di usungkan oleh Partai Golkar 
karena telah mendapatkan dukungan penuh oleh Kordinator Wilayah DPD 
I Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka.  
Hal ini di buktikan dengan pernyataan La Kama Wiyaka bersama 
tim A2P di depan Anggota dan Ketua KPU mengatakan bahwa dirinya 
diberikan mandat oleh Partai Golkar untuk mendukung pasangan Andi 
Aslam Patonangi-Muhammad Darwis Bastama(A2P Ber Darma) sebagai 
calon Bupati dan wakil Bupati yang di usung oleh Partai Golkar. 
Hal yang tak terduga terjadi, berdasarkan rapat pleno DPP Partai 
Golkar dengan DPD I Golkar Sulsel di Jakarta memutuskan bahwa Partai 
Golkar justru memilih memberi rekomendasi dukungan kepada Abdullah 
Rasyid untuk di usung DPD II Golkar Pinrang di Pemilihan Bupati 
mendatang. Menurutnya, Ia terpilih untuk di usung Partai Golkar bukan 
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hanya berdasarkan survei. Pertimbangan lain yang dilakukan oleh DPP 
dalam memberikan rekomendasi kepada bakal calon seperti dedikasi dan 
pengabdian yang diberikan bakal calon kepada Partai Golkar. Hal itu tentu 
membuat kecewa kedua kandidat yang dinyatakan akan mendapat 
dukungan dari Partai tersebut. 
Kekecewaan yang mendalam sangat dirasakan oleh pasangan A2P 
Ber Darma karena satu jam setelah pendaftarannya di KPU ditemani 
Korwil DPD I Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka, DPP Golkar Pinrang 
membawa pasangan Abdullah Rasyid-Faizal Tahir Syarkawi sebagai 
calon yang di usung Partai Golkar di Pemilihan Bupati Pinrang. Hal ini 
memang begitu berbeda dengan pernyataan La Kama Wiyaka dengan 
hasil keputusan DPP Golkar Pinrang. Ia di anggap telah melakukan 
pembohongan publik terkait pengusungan Calon Bupati dari Partai 
Golkar.2 
Konflik internal Partai Golkar semakin kacau ketika beberapa 
Pimpinan pengurus Partai Golkar pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan 
mengekspresikan kekecewaannya dengan terang-terangan memberikan 
dukungan kepada pasangan A2P Ber Darma. Mereka membelot 
mendukung pasangan yang bukan di usung oleh Partainya dikarenakan 
tidak adanya kejelasan mengapa A2P tidak di rekomendasikan untuk 
mendapatkan dukungan dari Golkar. Mereka kecewa atas 
                                                          
2 
Ajatappareng, Tarik rekomendasi Kader Golkar Pinrang Kecewa, Sabtu 4 Mei 2013 
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ketidakkonsistenan Golkar dalam mengusungkan calon Bupati di 
Kabupaten Pinrang.  
Atas kekecewaan itu, Pimpinan kelurahan memasangkan jaket 
Partai Golkar kepada A2P. Hal itu dilakukan sebagai simbol dukungan dan 
kesiapan Pimcam dan Pimlur bekerja memenangkan A2P. Permasalahan 
itulah yang membuat konflik pada internal Partai Golkar sehingga Golkar 
di anggap tidak solid dalam memberikan dukungan dan terbelah.3 
Partai Golkar memang memiliki aturan dan mekanisme tersendiri 
dalam memutuskan calon Bupati yang di usungnya. Salah  satu aturan 
pada Partai tersebut ialah melihat survei dari calon yang akan di usung 
kemudian ditambah lagi elektabilitas, pengabdiannya pada Partai tersebut, 
dan mendahulukan kadernya. Mekanisme survey merupakan salah satu 
pertimbangan Partai Golkar dalam menentukan bakal calon dalam 
Pemilihan Bupati. Survey yang dilaksanakan oleh DPP Partai Golkar , 
Untuk mencermati sejauhmana Popularitas, Kesukaan dan Keterpilihan 
bakal calon yang akan berkembang di tengah-tengah masyarakat.4 
Pada konflik internal yang terjadi pada Partai Golkar yang 
menimbulkan dua kubu yaitu kubu mendukung incumbent dan kubu yang 
konsisten mendukung pasangan Abdullah Rasyid-Faizal Tahir Syarkawi 
                                                          
3 
Tribun Timur, Pimpinan Kelurahan Golkar Pinrang Membelot, Senin 19 Agustus 2013 
4 
Wawancara langsung terhadap salah satu pengurus Partai Golkar Pinrang terhadap Mekanisme 
dalam pengusungan calon bupati dari Partai Golkar, Sabtu 25 Januari 2014 
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sebagai Calon yang yang di usung Partai Golkar. Kedua kubu tersebut 
terpecah suaranya ketika konflik itu mulai terjadi.  
Partai Golkar memiliki cara tersendiri dalam memenajemen konflik 
yang terjadi pada Partainya misalnya dengan cara mediasi atau 
memberitahukan kepada khalayak bahwa konflik tersebut terjadi karena 
adanya kesalahapahaman dalam menanggapi hal tersebut dan adanya 
kesalahan teknis dalam memberikan keputusan.  
Ada banyak cara dalam manajemen konflik pada Partai Golkar. 
Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan, maka 
penulis ingin meneliti tentang “ Manajemen Konflik Partai Golkar pada 
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 dalam hal 
ini pengusungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang”. 
B. RUMUSAN MASALAH 
Setelah melihat latar belakang yang ada dan agar dalam penelitian 
ini tidak terjadi kerancuan, maka penulis dapat membatasi dan 
merumuskan permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini. 
Adapun Rumusan masalah yang diambil adalah : 
Bagaimana cara Manajemen Konflik Partai Golkar yang terjadi 




C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka secara umum 
penelitian bertujuan untuk menelaah cara Partai Golkar dalam mengelola 
Konflik Internal yang terjadi pada Partai Golkar dalam hal ini Pengusungan 
calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pinrang. 
Secara khusus penelitian ini bertujuan : 
Untuk menganalisis cara Manajemen Konflik Partai Golkar 
yang terjadi pada Partainya. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Dari tujuan diadakannya penelitian, maka adapun manfaat 
penelitian yaitu penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang urgen 
sebagai berikut : 
a. Manfaat Teoritik 
 
1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin 
mengetahui Manajemen Konflik Partai Golkar pada Pengusungan 
Calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Pinrang. 




b. Manfaat Praktis 
 
1. Hasil penelitian ini diharapkan  dapat menjadi masukan baik bagi 
pengambil keputusan publik maupun kalangan aktivis politik, dalam 
melakukan pembaruan tatanan masyarakat yang dapat memberikan 
kontribusi yang signifikan bagi proses demokrasi di masa depan.   
2. Hasil penelitian ini nantinya juga  diharapakan dapat menjadi rujukan 
dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa ditempat lain. 














Pada Bab ini penulis menggunakan beberapa teori untuk 
menganalisis permasalahan yang di angkat adalah Teori Konflik dan 
Pendekatan Manajemen Konflik. Pendekatan Manajemen Konflik untuk 
menganalisis pengelolaan konflik yang terjadi pada Partai Golkar 
sehingga konflik tersebut dapat terselesaikan. Pendekatan tersebut 
terdapat cara-cara yang dapat digunakan dalam mengelola sebuah konflik 
yang terjadi di Partai Golkar begitupun strategi-strategi pemecahan 
konfliknya. 
1. Teori Konflik 
 
 
Konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan, 
seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung 
pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan 
pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, 
individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan 
pemerintah. Sehingga, ada konflik yang berwujud kekerasan dan ada pula 
konflik yang tak berwujud kekerasan.5 
 
                                                          
5 
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik ,( Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana : 1999), hal:75  
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Konflik adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana seseorang 
individu atau kelompok dalam mencapai tujuan maka individu atau 
kelompok akan mengalami kehancuran, sedang yang lain menilai bahwa 
konflik merupakan sebuah proses sosial dimana individu-individu atau 
kelompk individu berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang 
pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan.6 Menurut Soerjono 
Soekanto “Konflik adalah Proses sosialisasi dimana orang perorang atau 
kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan 
menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan”.7 Menurut 
Coser Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-
tuntutan mengenai berkenaan dengan status, kuasa, sumber-sumber 
kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang 
berselisih tidak hanya bermaksud memperoleh barang yang diinginkan 
melainkan juga memojokkan, merugikan atau bahkan menghancurkan 
pihak lawan.8  
Perselisihan atau konflik dapat berlangsung antar individu-individu, 
kumpulan-kumpulan atau antar individu dengan kumpulan. Bagaimanapun 
konflik baik yang bersifat antara kelompok maupun intra kelompok, selalu 
ada ditempat hidup orang bersama. Konflik disebut unsur interaksi yang 
penting, dan tidak sama sekali tidak boleh dikatakan selalu tidak baik atau 
memecah belah dan merusak, justru konflik dapat menyumbangkan 
                                                          
6 
Slamet Santosa, “Dinamika Kelompok” ( Jakarta, Bumi Aksara : 1999), hal. 32 
7 
Soerjono Soekanto “Sosiologi Suatu Pengantar”( Jakarta, Graha Grafindo : 1995), hal. 68 
8 
Bartens K dan Nugroho,“Realita Sosial” ( Jakarta, Gramedia Pustaka : 1985), hal. 211 
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banyak pada kelestarian kelompok dan memepererat hubungan antar 
anggotanya.9  
Setiap sistem politik terutama sistem politik demokrasi penuh 
kompetisi dan sangat dimungkinkan adanya perbedaan kepentingan, 
rivalitas, dan konflik-konflik. Hal ini merupakan realitas sosial yang terjadi 
di tengah masyarakat modern, karena masing-masing mempunyai 
interest, tujuan yang mungkin saling bertentangan. Maka konflik dalam 
ilmu politik sering diterjemakhkan sebagai oposisi, interaksi yang 
antagonistis atau pertentangan, benturan antar macam-macam paham, 
perselisihan kurang mufakat, pergesekan, perkelahian, perlawanan 
dengan senjata dan perang.10 
Konflik dapat berlangsung pada setiap tingkat dalam struktur 
organisasi dan ditengah masyarakat karena memperbutkan sumber yang 
sama, baik mengenai kekuasaan, kekayaan, kesempatan atau 
kehormatan, boleh jadi muncul disharmonisasi, disintegrasi dan 
disorganisasi masyarakat yang mengandung banyak konflik baik tertutup 
maupun terbuka. Pada masyarakat yang telah memiliki konsensus dasar, 
tujuan negara dan mekanisme pengaturan konflik tidak akan berujung 
pada kekerasan tetapi masih dalam batas yang wajar seperti unjuk rasa, 
pemogokan, pengajuan petisi dan polemik melalui media massa ataupun 
perdebatan melalui forum-forum tertentu. 




 Rahman Arifin, “Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional” ( Surabaya, 
SIC : 2002), hal. 184   
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Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa konflik terjadi dalam 
masyarakat karena adanya distribusi kewenangan yang tak merata 
sehingga bertambah kewenangan pada suatu pihak akan dengan 
sendirinya mengurangi kewenangan pihak lain. Oleh karena itu para 
penganut teori konflik ini berkeyakinan bahwa konflik merupakan gejala 
serba hadir, gejala yang melekat pada masyarakat itu sendiri, karena ia 
melekat pada masyarkat itu sendiri, maka konflik tidak akan dapat 
dilenyapkan, yang dapat dilakukan oleh manusia anggota masyarakat 
adalah mengatur konflik itu agar konflik yang terjadi antar kekuatan sosial 
dan politik tidak berlangsung secara kekerasan.11  
Menurut Paul Conn : “Konflik merupakan gejala serba-hadir dalam 
kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Konflik pada dasarnya 
dibedakan menjadi konflik menang-kalah (zero-sum conflict) dan konflik 
menang-menang (non-zerosumconflict). Konflik menang-kalah ialah 
situasi konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan 
tercapainya suatu kompromi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam 
konflik. Sedangkan konflik menang-menang adalah situasi konflik dimana 
pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan 
kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan 
bagian dari konflik tersebut. Yang dipertaruhkan dalam situasi konflik 
                                                          




biasanya bukan hal-hal yang prinsipil, tetapi bukan pula hal yang 
penting”.12 
Konflik dalam suatu masyarakat dan negara sangat diperlukan. Hal 
itu karena konflik atau perbedaan baik pendapat, aspirasi, maupun ide 
dapat memeperkaya gagasan yang berlainan dan bervariasi merupakan 
sumber inovasi, perubahan dan kemajuan, apabila berbedaan itu dapat 
dikelola melalui mekanisme yang baik. Dengan demikian konflik dapat 
berfungsi sebagai sumber perubahan kearah kemajuan, seperti yang 
dikemukakan oleh dahrendorf bahwa, konflik mempunyai fungsi sebagai 
pengintegrasi masyarkat dan sumber perubahan.13 
Selain sebagai sumber perubahan, konflik juga berfungsi untuk 
menghilangkan unsur-unsur pengganggu dalam suatu hubungan. Dalam 
hal ini Lewis Cozer berpendapat bahwa konflik dapat berfungsi sebagai 
penyelesaian ketegangan antara unsur-unsur yang bertentangan yang 
mempunyai fungsi sebagai stabilisator dan komponen pemersatu 
hubungan. 
Fisher, dkk menyebutkan ada beberapa alat bantu untuk 
menganalisis situasi konflik, salah satunya adalah penahapan konflik. 
Konflik berubah setiap saat, melalui tahap aktivitas, intensitas, ketegangan 
dan kekerasan yang berbeda, tahapan-tahapan ini adalah :  
(1) Pra-Konfik :merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian 
sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. 
                                                          
12 
Ibid, hal. 154  
13
 Ramlan Surbakti,Op.cit,hal.76  
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Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun salah satu 
pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi. 
Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak 
dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.  
(2) Konfrontasi : pada saat ini konflik mejadi semakin terbuka. Jika hanya 
satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya 
mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.  
(3) Krisis : ini merupakan puncak konflik ketika ketegangan dan kekerasan 
terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan 
periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. 
Komunitas normal diantara kedua pihak kemungkinan putus 
pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang 
pihak lainnya.  
(4) Akibat : kedua pihak mungkin setuju bernegoisasi dengan atau tanpa 
perantara. Satu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga 
yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk 
menghentikan pertikaian.  
(5) Pasca-konflik : akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri 
berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan 
hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun jika 
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isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka 
saling bertentangan.14 
Kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang 
sesungguhnya yang ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral 
dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, 
tujuan, dan niat.15 Ada beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk 
mendeskripsikan kepentingan. Beberapa kepentingan bersifat universal 
seperti kebutuhan rasa aman, identitas, kebahagiaan, dan beberapa 
harkat kemanusiaan yang bersifat fisik. Beberapa kepentingan lain bersifat 
spesifik bagi pelaku-pelaku tertentu dan beberapa kepentingan bersifat 
lebih penting daripada yang lain. 
Konflik kepentingan dapat dikatakan sebagai suatu oposisi atau 
pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, 
organisasi-organisasi yang disebabkan oleh adanya berbagai macam 
perkembangan dan perubahan, serta menimbulkan perbedaan pendapat, 
konflik kepentingan terjadi oleh adanya berbagai kepentingan dari tiap 
individu atau kelompok–kelompok dalam masyarakat dalam upaya 
memperoleh otoritas atau kekuasaan yang saling bersinggungan.  
Semua konflik kepentingan seringkali dipandang sebagai 
pencapaian tujuan satu pihak dan merupakan kegagalan pencapaian 
tujuan pihak lain. Hal ini karena seringkali orang memandang tujuannya 
sendiri secara lebih penting, sehingga meskipun konflik yang ada 
                                                          
14 
Fisher, R. 1964. Fractionating conflict. Dalam R. Fisher, ed. International conflict and behavioral 
science: the craigville papers. New York: Basic Books.   
15 
Raven dan Robin, 1983   
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sebenarnya merupakan konflik yang kecil, seolah-olah tampak sebagai 
konflik yang besar. Konflik muncul diakibatkan salah satunya perebutan 
sumberdaya.16 Ini terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau 
kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang dikemukan oleh satu pihak 
dan kebijakan lainnya.  
Menurut Wallase dan Alison, teori konflik kepentingan memiliki tiga 
asumsi utama yang saling berhubungan : (a) Manusia memiliki 
kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk 
merealisasikan kepentingan-kepentingannya itu, (b) Power bukanlah 
sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata sebagai sumber 
konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa 
(coercive). Sebagian menguasai sumber, sedangkan yang lainnya tidak 
memperoleh sama sekali, (c) Ideologi dan nilai-nilai dipandangnya 
sebagai senjata yang dipergunakan oleh berbagai kelompok yang 
berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. 
Oleh sebab itu pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan 
sebagai berikut: (1) perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan, (2) langkanya 
sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas 
dan posisi, dan (3) persaingan. Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan saling 
bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan ketika 
                                                          
16 
Pruilt Dean J and Rubin Jefry Z,Teori Konflik Sosial, 2004 Hal: 151   
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persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa muncul, 
konflik kepentingan akan muncul.17 
A. Penyebab Konflik   
Timbulnya konflik kepentingan menurut Dahrendorf,18 berawal dari 
orang-orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi 
bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi dalam hal 
mana para penghuni mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-
konteks tertentu dan menguasai posisi-posisi tertentu, serta terdapat 
posisi lain dimana para penghuni menjadi sasaran perintah demikian itu.  
Perbedaan ini berhubungan baik sekali dengan ketidak seimbangan 
distribusi kekuasaan yang melahirkan konflik kepentingan itu. Dahrendorf 
melihat hubungan yang erat antara konflik dengan perubahan dalam hal 
ini sejalan dengan pendapat Lewis Coser bahwa seluruh aktifitas, inovasi 
dan perkembangan dalam kehidupan kelompoknya dan masyarakatnya 
disebabkan terjadinya konflik antara kelompok dan kelompok, individu dan 
individu serta antara emosi dan emosi didalam diri individu.19  
Dahrendorf juga menjelaskan bahwa konflik sosial mempunyai 
sumber struktur, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur 
organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat 
dari sudut konflik tentang keabsahan kekuasaan yang ada.  
                                                          
17 
Robbin Stephen P, 1978. Administrative Process : Integrating theory and practice, New Delhi   
18
 Pluit Dean J dan Rubbin Jeffry, “Teori Konflik Sosial” ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2004),hal : 
151   
19
 Ibid, hal. 4   
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Menurut Maurice Duverger,20 Penyebab terjadinya konflik adalah: 
(1) Sebab-sebab individual. Sebab-sebab individual seperti kecendrungan 
berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain dapat 
menyebabkan orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini selalu terlibat 
dalam konflik dengan orang lain dimanapun berada. (2) Sebab-sebab 
kolektif, adalah penyebab konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai 
hasil dari interaksi sosial antara anggota-anggota kelompok. Penyebab 
konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal 
dari luar yang dianggap mengancam kelompoknya.  
B. Bentuk – Bentuk Konflik  
Dalam teori konflik terdapat beberapa bentuk konflik dan tertuju 
pada permasalahan konflik, seperti yang dikemukakan oleh para ilmuan 
barat, masalah konflik tidak mengenal demokratisasi maupun diktatorisasi 
dan bersifat universal.  Menurut teori Fisher,21 Pola konflik dibagi ke dalam 
tiga bentuk :  
(1) Konflik laten yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat 
kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.  
(2) Konflik manifest atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan 
sangat nyata, dan memerlukan bebagai tindakan untuk mengatasi 
akar penyebab dan berbagai macam efeknya.  
                                                          
20 
Maswadi Rauf, Konsensus Politik dan Konflik Politik ( Jakarta, Dirjen Dikti Depdiknas : 2001),hal. 
49-50   
21
 Fisher, R. 1964. Fractionating conflict. Dalam R. Fisher, ed. International conflict and behavioral 
science: the craigville papers. New York: Basic Books.   
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(3) Sedangkan konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak 
berakar dan muncul hanya karena kesalah pahaman mengenai 
sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi.  
C. Dampak Konflik  
Menurut Fisher Suatu Konflik tidak selalu berdampak negatif, tapi 
ada kalanya konflik juga memiliki dampak positif.22 Dampak positif dari 
suatu konflik adalah sebagai berikut :  
(1) Konflik dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih 
belum tuntas.  
(2) Adanya konflik menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma 
dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.  
(3) Konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara angota kelompok. 
(4) Konflik dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu 
atau kelompok. 
(5) Konflik dapat memunculkan kompromi baru.  
Dampak negatif dari suatu konflik adalah sebagai berikut :  
(1) Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. 
(2) Kerusakan harta benda bahkan dalam tingkatan konflik yang lebih 
tinggi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. 
(3) Berubahnya kepribadian para individu atau anggota kelompok. 
(4) Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang 
kalah. 
                                                          
22
 Fisher, R. 1964. Fractionating conflict. Dalam R. Fisher, ed. International conflict and behavioral 
science: the craigville papers. New York: Basic Books.   
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2. Pendekatan Manajemen Konflik 
 
Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara 
pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik 
termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang 
mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku 
maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan 
(interests) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) 
sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat 
tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku 
dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. 
A. Menyeimbangkan antara kepentingan dan nilai-nilai sosial 
Model ini secara tradisional digunakan untuk mengeksplorasi 
bagaimana orang menangani konflik antara kepentingan dan nilai-nilai 
sosial. Diasumsikan bahwa orang menyeimbangkan kekhawatiran tentang 
kepentingan dan penilaian mereka tentang apa tindakan yang  konsisten 
dengan nilai-nilai sosial mereka. Masalahnya adalah berapa banyak 
mereka menempatkan  pada setiap faktor selama proses balancing ini.  
Dalam kasus penerimaan keputusan, orang keseimbangan antara 
favorability yang dari hasil dan keadilannya. Dalam analisis ini, saya akan 
fokus pada keadilan distributif keputusan (yaitu, apakah orang tersebut 
merasa bahwa hasilnya  mencerminkan apa yang pantas, yaitu, bahwa itu 
adalah "fair"?). Menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik 
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merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga 
dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang 
mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa 
penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan 
ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif.23 
Merriam - Webster Collegiate Dictionary mendefinisikan konflik 
kepentingan sebagai “konflik antara kepentingan pribadi dan tanggung 
jawab resmi dari seseorang dalam posisi kepercayaan”. Dalam domain 
kebijakan publik penelitian, kita bisa menafsirkan baik “kepentingan 
pribadi” dan “posisi kepercayaan”.  
Konflik Kepentingan dalam Kebijakan Publik Penelitian baik sempit 
atau lebar. Didefinisikan secara sempit, “kepentingan pribadi" akan 
melibatkan pencapaian potensi uang, prestise, atau sumber daya lain 
untuk diri sendiri atau organisasi seseorang. Sebuah definisi yang lebih 
luas akan mencakup nilai-nilai pribadi peneliti dan pandangan politik. 
Didefinisikan secara sempit, "aposisi kepercayaan" akan melibatkan 
kantor-kantor profesional tertentu dengan eksplisit aturan proscribing bias 
atau mengejar keuntungan pribadi. 
Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, 
kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan 
pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu 
pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk 
                                                          
23
 Don A. Amore. 2005. Conflict of interest, Cambridge university press: New York  
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pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana 
mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. 
Fisher dkk menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih 
umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan yaitu : 
 Pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik 
yang keras. 
 Penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku 
kekerasan melalui persetujuan damai. 
 Pengelolaan Konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari 
kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi 
pihak-pihak yang terlibat. 
 Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha 
membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara 
kelompok-kelompok yang bermusuhan. 
 Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan 
politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif 
dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. 
Tahapan-tahapan diatas merupakan satu kesatuan yang harus 
dilakukan dalam mengelola konflik. Sehingga masing-masing tahap akan 
melibatkan tahap sebelumnya misalnya pengelolaan konflik akan 
mencakup pencegahan dan penyelesaian konflik. 
Minnery menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses, 
sama halnya dengan perencanaan kota merupakan proses. Ia juga 
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berpendapat bahwa proses manajemen konflik perencanaan kota 
merupakan bagian yang rasional dan bersifat iteratif, artinya bahwa 
pendekatan model manajemen konflik perencanaan kota secara terus 
menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang 
representatif dan ideal.  
Sama halnya dengan proses manajemen konflik yang telah 
dijelaskan diatas, bahwa manajemen konflik perencanaan kota meliputi 
beberapa langkah yaitu: penerimaan terhadap keberadaan konflik 
(dihindari atau ditekan/didiamkan), klarifikasi karakteristik dan struktur 
konflik, evaluasi konflik (jika bermanfaat maka dilanjutkan dengan proses 
selanjutnya), menentukan aksi yang dipersyaratkan untuk mengelola 
konflik, serta menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak 
ketiga dalam mengelola konflik. Keseluruhan proses tersebut berlangsung 
dalam konteks perencanaan kota dan melibatkan perencana sebagai 
aktor yang mengelola konflik baik sebagai partisipan atau pihak ketiga. 
B. Tujuan Manajemen Konflik 
Saat muncul sebuah konflik dan konflik tersebut bisa di 
manajemen, akan terlihat beberapa tujuan manajemen konflik yaitu :24 
 Memfokuskan anggota pada visi, misi dan tujuan organisasi 
Saat dalam suatu organisasi terdapat manajemen konflik, secara 
tidak langsung konflik tersebut akan mempengaruhi kinerja dari 
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 Wirawan. 2010. Konflik dan manajemen konflik(teori, aplikasi, dan penelitian), Salemba 
Humanika : Jakarta hal.132 
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masing-masing anggotanya hingga pada akhirnya mengarah pada 
visi, misi, dan tujuan organisasi. 
 Memahami orang lain dan memahami keberagaman 
Bahwa saat melakukan pekerjaan, akan ada saatnya muncul 
bantuan dari pihak-pihak lain. Saat kita berusaha memahami orang 
lain yang dalam hal ini telah membantu kita dan kita menemukan 
perbedaan antara diri dengan orang tersebut. Manajemen konflik 
untuk memahami keberagaman. 
 Meningkatkan kreativitas 
Dalam usaha manajemen politik akan muncul berbagai upaya untuk 
mengurangi konflik. Upaaya tersebut memunculkan kreativitasdan 
bahkaan inovasi yang selanjutnya akan berpengaruh kepada 
produktivitas. 
 Meningkatkan keputusan melalui pertimbangan 
Dalam pemecahan konflik akan selalu diahadapkan kepada sebuah 
pertimbangan. Manajemen konflik yang ada menfasilitasi 
terciptanya alternatif yang pada akhirnya membantu menentukan 
keputusan yang bijak dalam sebuah pertimbangan. 
 Menfasilitasi pelaksanaan kegiatan 
Peran serta, pemahaman bersama, dan kerja sama adalah salah 
satu kunci yang bisa dan menfasilitasi pelaksanaan kegiatan. 




 Menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik 
Organisasi dalam perjalanannya akan selalu menemui konflik yang 
harus dihadapi. Konflik yang ada sebelumnya menjadi 
pembelajaran bagi sebuah organisasi untuk kedepannya 
menciptakan prosedur untuk menyelesaikan konflik berikutnya. 
C. Strategi dalam Manajemen Konflik 
Dalam proses perencanaan wilayah konflik dapat terjadi pada 
pengambilan keputusan dan implementasinya. Pemecahan konflik dengan 
sasaran sumber daya manusianya sangat menguntungkan untuk 
dilaksanakan.  
Menurut Ross sebagaimana dikutip Winardi strategi dalam 
memecahkan konflik adalah:25 
1. Self-help 
Strategi self-help sering dilihat sebagai suatu tindakan sepihak 
yang bersifat destruktif. Tindakan ini kadang dilakukan oleh pihak 
yang kuat untuk menekan pihak yang lemah. Strategi self-help ini 
dapat digunakan untuk tindakan yang konstruktif dalam bentuk 
menarik diri, menghindar, tidak mengikuti, atau melakukan 
tindakan independen. Pihak yang lemah sangat tepat jika 
menerapkan strategi ini. Karena self-help merupakan tindakan 
sepihak yang potensial dapat meningkatkan respon, 
meyebabkan strategi ini sulit untuk mencapai solusi yang 
                                                          
25 Winardi. 1994. Manajemen Konflik(konflik perubahan dan pengembangan), Mandar maju : 
Bandung hal. 84-89 
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konstruktif. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam 
menerapkan strategi self-help, antara lain: 
a. Exit. Jika tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang 
lemah sangat kuat, maka pihak yang lemah sebaiknya keluar 
dari tekanan tersebut. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa 
tekanan tersebut akan menimbulkan pengaruh yang kuat pada 
kehidupan pihak yang tertekan. 
b. Avoidance. Menurut Indriyo Gitosudarmo dan I Nyoman 
Sudita Tindakan menghindar dilakukan berdasarkan 
perhitungan untung ruginya untuk melakukan suatu aksi. Jika 
biaya yang dikeluarkan lebih besar dari keuntungan yang akan 
didapat maka strategi menghindar dapat diterapkan. Dua strategi 
penghindaran yang dapat dilakukan adalah mengabaikon konflik 
yang terjadi dan melakukan pemisahan secara fisik. 
c. Noncompliance. Strategi ini berguna untuk mencari 
dukungan atas tindakan yang akan dilaksanakan sebagai akibat 
dari kewenangan yang dimiliki sangat kecil. Tindakan ini 
dilakukan karena ada pihak yang tidak sepakat untuk bertindak 
karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Strategi ini juga 
merupakan langkah awal untuk menerapkan strategi joint 
problem solving atau third-party decision making. 
d. Unilateral action. Tindakan ini sangat memungkinkan 
terjadinya kekerasan, karena dua pihak saling berbenturan 
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kepentingan. Pihak yang melakukan tindakan ini menganggap 
apa yang dilakukan merupakan bagian dari kepentingannya. 
Tetapi pihak lain mungkin akan menginterpretasikan sebagai 
tindakan yang destruktif. 
2. Joint Problem Solving 
Joint problem solving memungkinkan adanya kontrol terhadap 
hasil yang dicapai oleh kelompok-kelompok yang terlibat. 
Masing-masing kelompok mempunyai hak yang sama untuk 
berpendapat dalam menentukan hasil akhir. Strategi 
penyelesaian masalah ini biasanya dilakukan melalui pertemuan 
secara langsung antara pihak-pihak yang sedang mengalami 
konflik. Menurut Indriyo Gitosudarmo, M. Com. (Hons), dan I 
Nyoman Sudita, dalam pertemuan ini dilakukan identifikasi atas 
sumber yang menjadi penyebab timbulnya konflik dan 
melakukan pengembangan alternatif-alternatif solusi untuk 
menyelesaikannya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan 
dalam strategi ini, yaitu: 
a. Identification of interests. Identifikasi kepentingan-
kepentingan yang terlibat dalam konflik sangat kompleks. Salah 
satu hambatan dalam mencari solusi dalam konflik ini adalah 
tidak mampunya pihak-pihak yang terlibat menterjemahkan 
keluhan yang samar-samar kedalam permintaan konkrit yang 
pihak lain dapat mengerti dan menanggapinya. 
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b. Weighting interest. Setelah kepentingan teridentifikasi, 
masing-masing pihak memberikan penilainnya terhadap 
kepentingannya. Penilaian ini sangat bergantung pada 
komunikasi yang terbuka dan kejujuran masing-masing pihak 
sehingga dapat dibuat prioritas atas kepentingan-kepentingan 
yang dihadapi pihak-pihak tersebut. 
c. Third-party assistance and support. Pihak ketiga diperlukan 
untuk memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, 
membuat usulan prosedur, menterjemahkan keluhan-keluhan 
kedalam permintaan yang konkrit, membantu pihak-pihak untuk 
mendefinisikan kepentingan relatif dari masalah yang dihadapi, 
menyusun agenda, membuat pendapat mengenai isu substansi . 
Pihak ketiga ini harus bersifat netral agar masingmasing pihak 
dapat menerima hasil yang disepakati. 
d. Interaksi antarkelompok dan Effective communication. 
Menurut Indriyo Gitosudarmo dan I Nyoman Sudita, Pihak-pihak 
yang terlibat terisolasi dalam persoalan yang tidak membutuhkan 
dialog secara langsung untuk mencapai solusi, tetapi mereka 
harus berkomunikasi aktif. Komunikasi ini diperlukan untuk 
mendefinisikan mengenai isu yang dihadapi bersama. 
e. Trust that an adversary will keep agreement. Keputusan 
yang diambil harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Oleh 
karena itu jika ada pihak yang melanggar keputusan tersebut 
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Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara 
pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik 
termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang 
mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku 
maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan 
(interests) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) 
sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat 
tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku 
dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. 
Menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik merupakan 
langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka 
mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak 
mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan 
mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, 
bermufakat, atau agresif.26 
D. Metode Menangani Konflik 
Metode yang sering digunakan untuk menangani konflik adalah 
pertama dengan mengurangi konflik; kedua dengan menyelesaikan 
konflik. Metode pengurangan konflik adalah salah satu cara yang efektif 
                                                          
26
 Don A. Amore. 2005. Conflict of interest, Cambridge university press: New York  
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untuk mendinginkan persoalan terlebih dahulu (cooling thing down). 
Meskipun demikian cara semacam ini sebenarnya belum menyentuh 
persoalan yang sebenarnya. Cara lain adalah dengan membuat “musuh 
bersama”, sehingga para anggota di dalam kelompok tersebut bersatu 
untuk menghadapi “musuh” tersebut. Cara semacam ini sebenarnya juga 
hanya mengalihkan perhatian para anggota kelompok yang sedang 
mengalami konflik. 
Cara ialah dengan metode penyelesaian konflik. Cara yang 
ditempuh sebagai berikut : 
1) Dominasi (Penekanan). Metode-metode dominasi biasanya 
memilki dua macam persamaan, yaitu : (a) Mereka menekan 
konflik, dan bahkan menyelesaikannya dengan jalan memaksakan 
konflik tersebut menghilang “di bawah tanah”; (b) Mereka 
menimbulkan suatu situasi manang-kalah, di mana pihak yang 
kalah terpaksa mengalah karena otoritas lebih tinggi, atau pihak 
yang lebih besar kekuasaanya, dan mereka biasanya menjadi tidak 
puas, dan sikap bermusuhan muncul. 
2) Penyelesaian secara integratif. Menyelesaikan konflik secara 
integratif, konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan 
persoalan bersama yang bisa dipecahkan dengan bantuan teknik-
teknik pemecahan masalah (problem solving). Pihak-pihak yang 
bertentangan bersama-sama mencoba memecahkan 
masalahnya,dan bukan hanya mencoba menekan konflik atau 
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berkompromi. Meskipun hal ini merupakan cara yang terbaik bagi 
organisasi, dalam prakteknya sering sulit tercapai secara 
memuaskan karena kurang adanya kemauan yang sunguh-
sungguh dan jujur untuk memecahkan persoalan yang 
menimbulkan persoalan. Ada tiga macam tipe metode 
penyelesaian konflik secara integrative yaitu metode (a) Konsensus 
(concencus); (b) Konfrontasi (Confrontation); dan (c) Penggunaan 
tujuan-tujuan superordinat (Superordinate goals).27 
3) Kompetisi atau komando otoritatif adalah Bersikap tidak 
kooperatif tetapi asertif; bekerja dengan cara menentang pihak lain, 
berjuang untuk mendominasi dalam suatu situasi “menang – atau – 
kalah“, dan atau memaksakan segala sesuatu agar sesuai dengan 
kesimpulan tertentu, dengan menggunakan kekuasaan yang ada. 
Cara ini juga sering diasosiasikan dengan gertakan dan “hardball 
tactic” dari para pialang kekuasaan. Cara ini adalah strategi yang 
efektif bila suatu keputusan yang cepat dibutuhkan atau jika 
persoalan tersebut kurang penting dan strategi ini adalah paling 
baik digunakan bila dalam keadaan terpaksa. Hal ini dipergunakan 
sepanjang kita memiliki hak dan sesuai dengan pertimbangan hati 
nurani kita. 
                                                          
27 
Winardi. 1994. Manajemen Konflik (konflik perubahan dan pengembangan), Mandar 
Maju : Bandung hal 84- 89 
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Penyelesaian bentuk kompetisi dikenal dengan istilah win-lose 
orientation. Win-Lose Orientation terdiri dari lima orientasi sebagai 
berikut: 
a. Win-Lose (Menang – Kalah). Paradigma ini mengatakan jika 
“saya menang, anda kalah “. Pada gaya ini seseorang 
cenderung menggunakan kekuasaan, jabatan, mandat, 
barang milik, atau kepribadian untuk mendapatkan apa yang 
diinginkan dengan mengorbankan orang lain. Paradigma ini 
seseorang akan merasa berarti jika ia bisa menang dan orang 
lain kalah. Ia akan merasa terancam dan iri jika orang lain 
menang sebab ia berpikir jika orang lain menang pasti dirinya 
kalah. Jika menang pun sebenarnya ia diliputi rasa bersalah 
karena ia menganggap kemenangannya pasti mengorbankan 
orang lain. Pihak yang kalah pun akan menyimpan rasa 
kecewa, sakit hati, dan merasa diabaikan. 
Sikap Menang-Kalah dapat muncul dalam bentuk : 
 Menggunakan orang lain, baik secara emosional atau pun 
fisik, untuk kepentingan diri. 
 Mencoba untuk berada di atas orang lain. 
 Menjelek-jelekkan orang lain supaya diri sendiri nampak 
baik. 
 Selalu mencoba memaksakan kehendak tanpa 
memperhatikan perasaan orang lain. 
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 Iri dan dengki ketika orang lain berhasil 
b. Lose-Win (Kalah – Menang). Pada gaya ini seseorang tidak 
mempunyai tuntutan, visi, dan harapan. Ia cenderung cepat 
menyenangkan atau memenuhi tuntutan orang lain. Mereka 
mencari kekuatan dari popularitas atau penerimaan karena 
paradigma ini lebih mementingkan popularitas dan 
penerimaan maka menang bukanlah yang utama. Akibatnya 
banyak perasaan yang terpendam dan tidak terungkapkan 
sehingga akan menyebabkan penyakit psikosomatik seperti 
sesak napas, saraf, gangguan sistem peredaran darah yang 
merupakan perwujudan dari kekecewaan dan kemarahan 
yang mendalam. 
c. Lose-Lose (Kalah – Kalah). Biasanya terjadi jika orang yang 
bertemu sama-sama punya paradigma Menang-Kalah karena 
keduanya tidak bisa bernegosiasi secara sehat, maka mereka 
berprinsip jika tidak ada yang menang, lebih baik semuanya 
kalah. Mereka berpusat pada musuh, yang ada hanya 
perasaan dendam tanpa menyadari jika orang lain kalah dan 
dirinya kalah sama saja dengan bunuh diri. 
d. Win (Menang). Orang bermentalitas menang tidak harus 
menginginkan orang lain kalah. Hal yang penting adalah 
mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang 
bermentalitas menang menjadi egois dan akan mencapai 
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tujuannya sendiri. Jika hal ini menjadi pola hidupnya maka ia 
tidak akan bisa akrab dengan orang lain, merasa kesepian, 
dan sulit kerja sama dalam tim. 
e. Win-Win (Menang-Menang). Menang-Menang adalah 
kerangka pikiran dan hati yang terus menerus mencari 
keuntungan bersama dalam semua interaksi. Menang-
Menang berarti mengcarakan semua pihak merasa senang 
dan puas dengan pemecahan masalah atau keputusan yang 
diambil. Paradigma ini memandang kehidupan sebagai 
arena kerja sama bukan persaingan. Paradigma ini akan 
menimbulkan kepuasan pada kedua belah pihak dan akan 
meningkatkan kerja sama kreatif. 
4) Kompromi. Kompromi mencoba menyelesaikan konflik dengan 
menemukan dasar yang di tengah dari dua pihak yang berkonflik. 
Cara ini lebih memperkecil kemungkinan untuk munculnya 
permusuhan yang terpendam dari dua belah pihak yang berkonflik, 
karena tidak ada yang merasa menang maupun kalah. Meskipun 
demikian, dipandang dari pertimbangan organisasi pemecahan ini 
bukanlah cara yang terbaik, karena tidak membuat penyelesaian 
yang terbaik pula bagi organisasi, hanya untuk menyenangkan 
kedua belah pihak yang saling bertentangan atau berkonflik. 
Bekerja menuju kearah pemuasan kepentingan parsial semua 
pihak yang berkepentingan; melaksanakan tawar menawar untuk 
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mencapai pemecahan-pemecahan “akseptabel” tetapi bukan 
pemecahan optimal, hingga tak sorang pun merasa bahwa ia 
menang atau kalah secara mutlak. Cara ini berupaya melakukan 
klarifikasi polaritas dan mencari titik temu. Keahlian negosiasi dan 
bargaining (tawar-menawar) adalah diperlukan sebagai pelengkap 
untuk cara kompromi. 
Hal yang termasuk kompromi diantaranya adalah: 
a. Akomodasi. Penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi 
bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian 
pada pihak lain tanpa ada cara memperjuangkan tujuannya 
sendiri. Proses tersebut adalah taktik perdamaian, membiarkan 
keinginan pihak lain menonjol, meratakan perbedaan-perbedaan 
guna mempertahankan harmoni yang diciptakan secara buatan. 
b. Sharing. Suatu pendekatan penyelesaian kompromistis antara 
dominasi kelompok dan kelompok damai. Satu pihak memberi dan 
yang lain menerima sesuatu. Kedua kelompok berpikiran moderat, 
tidak lengkap, tetapi memuaskan. 
E. Langkah-langkah Manajemen Untuk Menangani Konflik 
Adapun langkah-langkah Manajemen Untuk Menangani Konflik yaitu 
sebagai berikut : 
a) Menerima dan mendefinisikan pokok masalah yang menimbulkan 
ketidak puasan. Langkah ini sangat penting karena kekeliruan 
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dalam mengetahui masalah yang sebenarnya akan menimbulkan 
kekeliruan pula dalam merumuskan cara pemecahannya. 
b) Mengumpulkan keterangan/fakta. Fakta yang dikumpulkan 
haruslah lengkap dan akurat, tetapi juga harus dihindari 
tercampurnya dengan opini atau pendapat. Opini atau pendapat 
sudah dimasuki unsur subyektif. Oleh karena itu pengumpulan 
fakta haruslah dilakukan denganm hati-hati 
c) Menganalisis dan memutuskan. Diketahuinya masalah dan 
terkumpulnya data, manajemen haruslah mulai melakukan evaluasi 
terhadap keadaan. Sering kali dari hasil analisa bisa mendapatkan 
berbagai alternatif pemecahan. 
d) Memberikan jawaban. Meskipun manajemen kemudian sudah 
memutuskan, keputusan ini haruslah dibertahukan kepada anggota 
organisasi. 
e) Tindak lanjut. Langkah ini diperlukan untuk mengawasi akibat dari 
keputusan yang telah diperbuat. 
f) Pendisiplinan. Konflik dalam organisasi apabila tidak ditangani 
dengan baik bisa menimbulkan tindakan pelecehan terhadap 
aturan main yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu 
pelecehan ataupun pelanggaran terhadap peraturan permainan 
(peraturan organisasi) haruslah dikenai tindakan pendisiplinan agar 
peraturan tersebut memiliki wibawa. 
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Menurut Stevenin, terdapat lima langkah meraih kedamaian dalam 
konflik. Apa pun sumber masalahnya, lima langkah berikut ini bersifat 
mendasar dalam mengatasi kesulitan:28 
 Pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi 
dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang 
menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi (tidak 
mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal 
sebenarnya tidak ada). 
 Diagnosis. Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan 
telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana 
berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah 
utama dan bukan pada hal-hal sepele. 
 Menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai 
jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di 
dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan 
atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara 
yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik. 
 Pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan 
kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu 
mempengaruhi pilihan dan arah kelompok. 
                                                          
28
 Stevenin (2000, pp.134-135) 
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 Evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian 
masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, 




Beberapa teori yang telah dijelaskan diatas, maka penulis melihat 
bahwa ada hal yang menarik yang terjadi pada Konflik Internal Partai 
Golkar di Kabupaten Pinrang. Konflik internal yang terjadi Partai Golkar 
terkait masalah pengusungan Calon Bupati Kabupaten Pinrang pada 
Pilkada September 2013 yang lalu.  
Perbedaan pengusungan oleh pengurus DPD I Golkar dengan DPP 
Golkar menjadi sebuah konflik besar pada Partai tersebut. Hal ini bisa 
dilihat melalui teori Fisher mengenai situasi konflik yang dimulai dari pra 
konflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik. Pasca konflik untuk 
melihat dampak dari konflik internal Golkar dalam hal ini konflik yang 
timbul misalnya pembelotan dukungan pengurus Partai terhadap Kandidat 
yang diusung serta hampir menimbulkan perpecahan pada Partai Golkar. 
Akibat dari konflik tersebut, di dalam Partai Golkar terbentuk dua 
kubu yaitu kubu yang memberikan dukungan secara terang-terangan 
kepada incumbent dan kubu yang memberikan dukungan kepada 
pasangan yang telah di usung Golkar sebagai Calon Bupati. Hal ini tentu 
menyebabkan perpecahan sehingga butuh manajemen atau pengelolaan 
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atas konflik yang terjadi serta langkah-langkah penyelesaian yang diambil 
Golkar dalam mengatasi konflik tersebut. 
Peran DPP Golkar sebagai penengah akan konflik yang terjadi 
pada Partai Golkar sangat dibutuhkan dalam mengelola konflik yang ada. 
DPP sebagai pihak ketiga dalam pengelolaan konflik yang terjadi antara 
kedua kubu yang bertikai. Ia sebagai pengambil keputusan untuk 
menyelesaikan konflik yang terjadi. 
Penyelesaian konflik tersebut tentu memiliki cara-cara yang 
digunakan Partai Golkar dalam manajemen konflik yang terjadi pada 
Partainya sesuai dengan aturan Partainya. Sehingga cara-cara yang 
ditempuh tersebut dapat menyelesaikan pertikaian yang ada tanpa 
menimbulkan sebuah perpecahan. 
Munculnya konflik tersebut membuat Partai Golkar bekerja keras 
dalam manajemen konflik yang terjadi pada Partainya misalnya dalam 
berkompromi atau bernegoisasi kepada pihak yang bertikai secara 
terstruktur sesuai aturan Partai dengan mencari cara penyelesaian konflik 
yang terjadi. Golkar memiliki cara-cara tersendiri dalam manajemen konflik 
Partainya seperti yang telah penulis paparkan mengenai cara manajemen 
konflik. 
Adapun cara yang digunakan Golkar dalam manajemen konflik 
pada Partainya adalah dominasi. DPP mendominasi segala keputusan 
yang diambil. Apapun keputusan yang diambil oleh DPP harus disetujui 
ole setiap kader maupun pengurus-pengurus Golkar dan tentu tetap 
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terjadi Kompromi. Namun DPP menggunakan sistem komando otoritatif 
sehingga tidak ada yang berani melanggar keputusan tersebut.  
 
































Pada Bab ini penulis membahas mengenai metode penelitian yang 
digunakan pada Penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk 
menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian yang akan diteliti. 
Penulis akan melakukan penelitian di Kabupaten Pinrang dengan Unit 
analisisnya adalah lembaga yaitu Partai Golkar. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan penulis dengan wawancara pada Partai Golkar di 
Kabupaten Pinrang. Kemudian, penulis juga mengumpulkan data dengan 
studi pustaka atau dokumen dan menganalisis data dengan teknik reduksi 
data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
 
A. Tipe dan Dasar Penelitian 
 
Sebagai salah satu syarat dalam penelitian maka penulis 
menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 
digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian 
dalam hal ini mengenai cara Partai Golkar dalam mengelola Konflik 
internal yang terjadi pada Partai Golkar dalam pengusungan Calon Bupati 
di Kabupaten Pinrang. Sedangkan dasar penelitian adalah menggunakan 
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dasar penelitian Analisis Deskriptif, dengan paradigma definisi sosial ini 
akan memberi peluang individu sebagai subjek penelitian melakukan 
analisis, dan kemudian peneliti melakukan analisis terhadap masalah 
tersebut sampai mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan Konflik 
internal Partai Golkar dalam pengusungan Calon Bupati Kabupaten 
Pinrang.  
 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 
Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pinrang, tepatnya di 
Partai Golkar Pinrang. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan karena 
Konflik Internal Partai Golkar terjadi di Kabupaten Pinrang pada waktu 
Pilkada Tahun 2013 dan hal tersebut menyebabkan Golkar kalah pada 
pemilukada tersebut. Hal ini belum ada penjelasan lebih lanjut bagaimana 
konflik tersebut dapat terselesaikan sehingga penulis tertarik untuk 
meneliti masalah tersebut. Waktu penelitian yang diperkirakan oleh 
penulis adalah satu bulan penelitian sehingga memperoleh data yang 
lebih akurat dan mendalam mengenai penelitian yang penulis ingin teliti. 
 
C. Pemilihan Informan dan Unit Analisis 
 
Mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan 
penelitian ini, maka penulis akan mencari informasi dari informan berikut 
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Pengurus DPP Golkar Kabupaten Pinrang dan DPD I Golkar, Para 
intelektual dan masyarakat. Mendapatkan data yang sesuai dengan 
penelitian ini maka penulis bercara menentukan informan yang akan 
diwawancarai. Penetuan informan dengan menggunakan purposive yaitu 
informan dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan pertimbangan lainnya. 
Adapun key informan yaitu Pengurus DPP Golkar Kabupaten Pinrang, 
Pengurus DPD I Golkar. Unit Analisisnya adalah lembaga yaitu Partai 
Golkar. 
 
D. Jenis dan Sumber Data 
 
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 
A. Data primer adalah data yang didapat atau diperoleh melalui studi 
lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Untuk 
mendapatkan data dan informasi maka penulis akan melakukan 
wawancara (komunikasi langsung) dengan para informan.  
B. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
dengan cara membaca buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis 
lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, 
terdapat situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh data 
yang lebih akurat. Data sekunder dimaksudkan sebagai data-data 




E. Teknik Pengumpulan Data 
 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: 
1. Wawancara 
Penulis langsung melakukan wawancara dengan responden yang 
terpilih. Alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara 
adalah pertemuan antara periset dan responden dimana jawaban 
responden akan menjadi data mentah.29 Wawancara akan dilakukan 
dengan beberapa informan yang telah ditentukan oleh penulis yaitu 
pengurus Golkar tingkat Provinsi dan pengurus Golkar tingkat Daerah 
dalam hal ini Daerah Pinrang. 
Informan-informan yang berencana akan diwawancarai ialah : 
1. Ir. H. Abdillah Natsir (Fungsionaris DPP Partai Golkar) 
2. La Kama Wiyaka (Koordinator Wilayah DPD I Golkar Sul-Sel) 
3. Abdi Baramuli (Ketua DPD II Partai Golkar Pinrang) 
4. Andi Aslam Patonangi (Bupati Kabupaten Pinrang) 
5. Rahman MM (Camat Duampanua) 




                                                          
29 Lisa Harrison. 2009. Metodologi Penelitian Politik, Kencana : Jakarta hal. 104 
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2. Studi Pustaka dan Dokumen  
Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang 
berhubungan dengan penelitian. Teknik ini untuk lebih penunjang 
data primer atau data utama yang diperoleh dari informan. Teknik 
pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 
yang diperoleh dengan dukumen-dokumen. Data yang dikumpulkan 
dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, 
sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara 
cenderung merupakan data primer atau data yang langsung 
diperoleh dari pihak pertama. Penulis mengumpulkan dokumen-
dokumen yang akan didapatkan ketika penelitian di Partai Golkar 
Pinrang kemudian mencocokkan dengan teori yang berkenaan 
dengan masalah yang ada dalam hal ini cara pengelolaan konflik 
Partai Golkar yang terjadi pada Partainya. 
 
F. Teknik Analisis Data 
 
Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan akan 
diolah dan dianalisa secara kualitatif. Dikarenakan dalam metode kualitatif 
terdapat beberapa perspektif teori yang dapat mendukung penganalisaan 
yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi. 
Adapun objek kajian penulisan ini adalah fenomena ganda yang 
mengidentifikasikan memiliki kecenderungan adanya Konflik Kepentingan 
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di internal Partai Golkar pada pengusungan Calon Bupati Pinrang 
kemudian bagaimana cara Golkar mengelola konflik yang terjadi pada 
Partainya kemudian menyelesaikannya. Analisa ini bertujuan agar 
temuan-temuan dari kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian dapat di 
kaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan secara 
terperinci. Sehingga apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini 
bisa terjawab dengan maksimal. 
Proses analisis data dilakukan pada waktu bersamaan dengan 
proses pengumpulan data berlangsung. Analisis data dilakukan melalui 
tiga alur, yakni:  
1. Reduksi data 
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang 
muncul daricatatan-catatan lapangan Miles(1992). Langkah-langkah yang 
akan dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau 
pengkategorisasian kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, 
mengarahkan, membuangyang tidak perlu, dan mengorganisasikan data 
sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
Penulis menggunakan teknik analisis data ini dengan memilih dan 
memusatkan perhatian pada pengelolaan konflik Partai Golkar Pinrang 





2. Sajian data 
Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah 
penyajian(display) data. Penyajian data merupakan analisis merancang 
deretan dan kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan 
jenis serta bentuk data yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks 
(Miles, 1992:17-18). Penyajian data di arahkan agar data hasil reduksi 
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah 
dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, 
bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flow chart), dan lain 
sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan 
memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan 
kerja penelitian selanjutnya.  
 
3. Penarikan Kesimpulan 
 
Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah 
dilakukan di lapangan. Sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi 
adalah cara untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-
pola, penjelasan,alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan 
sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang 
utuh. Menurut Miles(1992) kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan 
di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul 
dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan 
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kecocokannya, yaitu yang merupakan validitasnya. Penulis menarik 
kesimpulan setelah melakukan penelitian pada Partai Golkar terkait 
pengelolaan konflik yang dilakukan Partai Golkar dalam menyelesaikan 
konflik tersebut kemudian menganalisis hal sebenarnya yang terjadi 
dengan mencocokkan teori yang penulis gunakan kemudian menarik 





















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Pada Bab ini penulis menggambarkan secara umum Partai Golkar 
dan lokasi penelitian yang dilakukan penelitian. Adapun gambaran secara 
umum Partai Golkar mulai dari perspektif dan program Partai, Platform, 
visi dan misi Partai Golkar, serta gambaran umum Dewan Pengurus 
Daerah Golkar Kabupaten Pinrang. Semuanya akan dibahas secara rinci 
pada penjelasan selanjutnya. 
A. Gambaran Umum Partai Golongan Karya 
Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama 
Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya 
(Sekber Golkar), adalah sebuah Partai politik di Indonesia. Partai 
GOLKAR bermula dengan berdirinya Sekber GOLKAR di masa-masa 
akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan 
Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam 
kehidupan politik.  
Pada bulan Oktober 1964 terbentuk sebuah panitia yang terdiri dari 
anggota Gerakan Militer Pelajar, kelompok cendekiawan, dan militer. 
Panitia ini bertujuan untuk mempersiapkan “Piagam Pernyataan Dasar 
Karyawan”. Pada 5 Agustus 1964, Presiden mengeluarkan sebuah 
peraturan presiden yang berisi tentang syarat organisasi-organisasi yang 
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boleh menjadi anggota dari Front Nasional. Penpres ini mempersulit 
organisasi-organisasi tersebut untuk menjadi anggota Front Nasional.30 
Pada 15 Oktober 1964, lima orang anggota Front Nasional dari 
Golongan Karya mengeluarkan sebuah undangan kepada semua 
organisasi yang dimaksudkan oleh Penpres No. 193/196431  untuk 
membicarakan keanggotaan mereka di dalam Front Nasional. Pertemuan 
itu diselenggarakan pada jam 9.00 pagi, 20 Oktober 1964.  Pada tengah 
malam 19 Oktober 1964, panitia yang menyusun “Piagam Pernyatan 
Dasar Karyawan” dan wakil-wakil dari 35 organisasi non-afiliasi berkumpul 
bersama menandatangani piagam. Kemudian pada pukul 12 siang hari, 
20 Oktober, panitia pelaksana Sekber Golkar akhirnya terbentuk. Panitia 
ini diketuai oleh Kolonel Djuhartono, kemudian empat wakil ketua, masing-
masing adalah Imam Pratignyo (NU), J. K. Tumakaka (pernah menjadi 
pemimpin PNI), Djamin Gintings (militer), dan S. Sukowati (Hankam). 
Berikutnya Dr. Amino Gondoutomo bertindak sebagai Sekretaris Jenderal, 
dan Sutomo Gondowongso SH sebagai wakil sekretaris.32  
Akhirnya, Sekretariat Bersama Golongan Karya atau yang disingkat 
sebagai Sekber Golkar resmi berdiri. Organisasi ini dimaksudkan sebagai 
Badan Kerjasama (BKS) antara militer dan kelompok sipil guna 
                                                          
30
 Imam Pratignyo, Ungkapan Sejarah Lahirnya Golkar, (Jakarta: Yayasan Bhakti, 1984), hlm. 91. 
31 
Penpres No. 193/1964 ini berisi mengenai syarat organisasi yang dapat menjadi anggota dari 
Front Nasional. Syarat-syarat tersebut antara lain; seasas dengan Front Nasional, berafiliasi 
dengan salah satu Partai. Sementara itu, di kalangan Golongan Karya non afiliasi, penpres ini 
disebut penpres maut. Ibid. 
32
 Suryadinata, op.cit, hlm. 15. 
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menghadapi pertarungan politik dengan Partai-Partai politik khususnya 
PKI. 
Kendatipun diawal pendirian (sesuatu yang wajar dialami oleh 
organisasi-organisasi yang baru berdiri), Sekber Golkar ini kurang 
efektif,33 tetapi sebuah embrio mesin politik militer yang akan digunakan 
sebagai alat untuk mendomisasi kehidupan sosial, budaya, politik bahkan 
ekonomi Indonesia telah berhasil dibangun dan dikembangkan. Dalam 
perkembangannya, Sekber GOLKAR berubah wujud menjadi Golongan 
Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.  
Menjelang Pemilu tahun 1971 Sekber Golkar mampu memerankan 
diri sebagai simbol modernisasi dengan wacana-wacana pembangunan 
ekonomi dan satu-satunya alternatif untuk kemajuan Indonesia. Kekuatan 
sosial politik ini dipromosikan kepada masyarakat sebagai kekuatan yang 
lain sama sekali dari Partai-Partai politik yang ada. Kalau dalam 
Pemerintahan Orde Lama gemuruh politik sangat terasa dalam kehidupan 
masyarakat dan yang kedengaran setiap harinya hanya jargon-jargon 
politik, sementara ekonomi tidak dibenahi secara menyeluruh, maka 
Pemerintahan Soeharto yang menggantikannya mengubah orientasi 
pembangunan ke arah ekonomi.   
Pada Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru 
Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan 
mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-
                                                          
33
 Ibid, hlm. 16. 
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Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 
1987,1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena 
pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat 
mendukung kemenangan GOLKAR, seperti peraturan monoloyalitas PNS, 
dan sebagainya. Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi 
bergulir, GOLKAR berubah wujud menjadi Partai GOLKAR, dan untuk 
pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan 
yang berarti seperti sebelumnya di masa pemerintahan Soeharto.  
Arus reformasi bergulir. Tuntutan mundur Presiden Soeharto 
menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh 
gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena 
Soeharto adalah penasehat Partai, maka Golkar juga dituntut untuk 
dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di mana-mana. Akbar Tandjung yang 
terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian 
mempertahankan Partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar berubah 
wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra 
sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil 
mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah 
yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup legendaris. 
Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama 
Partai-Partai baru di era multiPartai. Pada pemilu pertama di Era 
Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke 
dua di bawah PDIP. Namun pada pemilu berikutnya Golkar kembali 
60 
 
unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang pemilu 
legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah. Pada pemilu 
legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun ke posisi dua. 
Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas VIII di 
Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan 
Jusuf Kalla. Sebagai pimpinan baru Partai beringin, Aburizal bertekad 
akan kembali membawa Golkar memenangkan pemilu. Dia menargetkan 
Golkar menjadi pemenang pertama pemilu legislatif 2014 nanti. 
Tabel 1 
Ketua Umum Golkar 
 























1. Perspektif dan program Partai  
 
Partai Golkar mencoba memantapkan doktrin dan program 
perjuangannya dalam sebuah kerangka yang mereka sebut sebagai 
“paradigma baru”. Berikut adalah kerangka pandangan dan program 
seperti yang disebutkan dalam dokumen-dokumen Partai Golkar. 
a). Asas 
Golkar mempunyai 5 asas dalam berPartai politik yaitu :  
1. Asas kepemimpinan Pancasila  
2. Asas demokrasi Pancasila  
3. Asas kesimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan 
pribadi/kepemimpinan golongan  
4. Asas kekeluargaan dan gotong royong 
5. Asas tidak kenal menyerah dalam perjuangan  
 
b). Tujuan Partai  
1. Mempertahankan, mengamankan, mengamalkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945  
2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar 1945  
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan 
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia  
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4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan 
kehidupan demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi dan 
menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan hak asasi 
manusia.34 
2. Platform  
Platform yang dimaksudkan di sini adalah landasan tempat 
berpijak,yaitu wawasan-wawasan yang menjadi acuan dan arah dari mana 
dan ke mana perjuangan Partai Golkar hendak menuju. Platform 
merupakan sikap dasar yang merupakan kristalisasi dari pemahaman, 
pengalaman dan kesadaran historis Partai Golkar dalam menyertai 
bangsa membangun masa depan.  
Pertama, Partai Golkar berpijak pada landasan tetap tegaknya 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari pijakan ini maka 
Partai Golkar berwawasan kebangsaan yaitu suatu wawasan bahwa 
bangsa Indonesia adalah satu dan menyatu.  
Kedua, Partai Golkar adalah Partai majemuk (pluralis), dalam artian 
Partai yang menampung kemajemukan bangsa Indonesia. Bagi Golkar 
kemajemukan adalah anugerah Tuhan yang membentuk mozaik 
keindonesiaan yang sangat indah dan mempesona yang berbudi luhur 
                                                          
34
 Hasil Munas VIII Partai Golkar Tahun 2009 “ Suara Rakyat Suara Golkar “ Hal 82. Sekertariat 
Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tahun 2009. 
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dalam semboyan Bhinekka Tunggal Ika. Komitmen ini akan dipertahankan 
oleh Partai Golkar sepanjang masa.  
Ketiga, Golkar adalah Partai yang berkomitmen pada demokrasi. 
Demokrasi yang dibangun adalah demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi 
yang dilandaskan pada prinsip dan nilai Pancasila. Golkar baru 
menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan yang memperkokoh dan 
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keempat, 
Golkar adalah Partai yang berjuang unutk mewujudkan kesejahteraan 
rakyat sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan nasional. 
Peningkatan kesejahteraan itu diwujudkan antara lain dengan 
meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan rakyat secara menyeluruh. 
Dengan sikap ini Golkar mempertegas keberpihakan pada rakyat. Kelima, 
Golkar adalah Partai yang berkomitmen pada penegakan hukum, keadilan 
dan hak-hak manusia. Sebagai Partai politik yang hidup di negara yang 
berdasarkan hukum, maka Golkar senantiasa mengupayakan supremasi 
hukum di segala bidang.  
Keenam, Golkar adalah Partai yang senantiasa mendasarkan gerak 
langkahnya pada nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan ajaran agama. 
Etika adalah moralitas dan saripati agama serta buah dari keberagaman 
itu sendiri. Dengan komitmen ini Golkar menempatkan keimanan dan 
ketakwaan sebagai salah satu asas pembangunan. Dalam persepsi yang 
demikian maka agama memiliki fungsi motivatif, inspiratif, dan sublimatif. 
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Ketujuh, Golkar adalah Partai dalam setiap gerak langkahnya 
senantiasa berpijak pada wawasan pembaharuan dan pembangunan 
yang telah menjadi sikap dasar Golkar sejak kelahirannya, bahkan 
menjadi salah satu butir dari nilai-nilai dasar Golkar seperti yang 
tercantum dalam Ikrar Panca Bhakti Golongan Karya. Kedelapan, Golkar 
adalah pelopor pembaharuan dan pembangunan. Sikap dasar ini 
membawa Golkar senantiasa mendorong gerakan reformasi secara 
menyeluruh yang dilangsungkan secara gradual, incremental dan 
konstitusional.  
 
B. Visi dan Misi Partai Golongan Karya  
 
Adapun visi Golkar sebagai berikut:  
1. Golkar adalah Partai terbuka bagi segenap golongan dan lapisan 
masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, bahasa 
dan status sosial ekonomi.35  
2. Golkar adalah Partai mandiri yang merupakan organisasi kekuatan 
sosial politik yang mampu mengambil setiap keputusan politik dan 
kebijakan organisasi tanpa campur tangan atau intervensi dari siapapun 
atau pihak manapun. Partai Golkar adalah Partai independen, baik 
secara struktural maupun kultural.  
                                                          
35
 Ibid Hal.82 
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3. Golkar adalah Partai demokratis, Sebagai Partai yang demokratis 
Golkar senantiasa baik secara internal maupun eksternal betul-betul 
menjadi pelopor tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan 
terbuka.  
4. Golkar adalah Partai moderat, sebagai Partai yang moderat Golkar 
senantiasa mengutamakan posisi tengah (moderat) dan tidak 
berorientasi ke kiri atau ke kanan secara ekstrim. Dengan demikian 
Partai Golkar baru mengembangkan sikap non-sekretarian bahkan 
dapat dikatakan anti sektaria. Visi politik moderat adalah visi yang 
dianggap paling tepat dengan menyadari kenyataan sosiologis dan 
politis dari masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.  
5. Golkar adalah Partai yang solid, sebagai Partai yang solid Golkar 
secara utuh dan kukuh senantiasa mendayagunakan potensi yang 
dimilki secara sinergis. Dengan visi ini, Golkar melakukan konsilidasi 
organisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan 
mengembangkan manajemen organisasi yang modern dan canggih.  
6. Golkar adalah Partai yang mengakar. Sebagai Partai yang mengakar 
Golkar senantiasa mengupayakan agar para anggota dan kadernya 
tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan azas prestasi, bukan 
berdasarkan atas azas kolusi dan nepotisme.  
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7. Golkar adalah Partai yang responsif. Sebagai Partai yang responsif 
Golkar senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi dan 
kepentingan rakyat, serta konsisten untuk memperjuangkan keputusan 
politik yang bersifat publik dan menguntungkan seluruh rakyat tanpa 
membedakan latar belakang, suku, etnis, agama, bahasa, aliran dan 
kebudayaan.  
Berdasarkan ketujuh visi baru Partai Golkar tersebut, maka 
sejatinya kekuasaan itu pada dasarnya bersumber dari kita dan kita bukan 
perpanjangan tanpa kekuasaan. Dengan visi yang demikian Golkar baru 
menolak apa yang dituduhkan beberapa kalangan yang menggangap 
Golkar sebagai mesin pengumpul suara dari pemerintah (the ruler’s party) 
seperti dalam paradigma lama.  
Partai Golkar adalah Partai baru yang terus mereformasi dirinya 
untuk menuju the rulling party atau Partai yang darinya kekuasaan 
bersumber. Pola hubungan antara Partai Golkar dengan pemerintah dapat 
dikembangkan atas dasar hubungan fungsional antara infra dan supra 
struktur politik yang mempunyai keterkaitan erat. Rumusan hubungan 
tersebut secara sederhana dapat dikatakan hubungan yang bersifat 
konstruktif korektif atau korektif konstruktif. Dengan gambaran visi baru 
Partai Golkar tersebut diharapkan setiap anggota dan kader yakin bahwa 
Partai Golkar adalah Partai yang besar, Partai yang kuat, dan Partai yang 
selalu berakar di hatinya rakyat Indonesia.36 
                                                          
36
 Ibid.Hal 64 
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2. Misi  
Misi Partai Golkar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah 
Partai politik modern yaitu:  
1. Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, 
mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan 
rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.  
2. Melakukan rekruitmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem 
prestasi (merit sistem) untuk dapat dipilih oleh rakyat untuk menduduki 
posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau 
jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau 
mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabadikan sepenuhnya 
bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.  
3. Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis 
dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi 
dan kritik masyarakat.37 
 
C. Gambaran Umum Dewan Pengurus Daerah Golkar Kabupaten 
Pinrang 
Secara khusus kita melihat Partai Golkar Kabupaten Pinrang, yakni 
pada Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Pinrang beralamat di 
jalan Bau Massepe No. 24 Pinrang. Dibawah ini, struktur pengurus Dewan 
                                                          
37
 Ibid hal 8 
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Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pinrang Periode 2009-
2015 : 
Ketua Umum  : H. Abdy Baramuli, SE 
Wakil Ketua Umum  : Drs. H. Herman Sakka, SH, MH 
Sekretaris Umum  : H. Sirajuddin Rasyid, SE 
Bendahara   : Andi Yusuf Jabbar, SE 
Bagian-bagian : 
1. Bagian Organisasi 
Tassakka, BA; Drs. H. Rustam Alwi; Andi Farida Pawelloi; Andi Aksa 
Moenta; Muh. Arief Saputra; Andi Nachrul, BA. 
2. Bagian Kaderisasi dan Keanggotaan 
Lukman Salam, SE; Mansur Musa; Jalaluddin H. Hala; Abd. Kadir 
Rasyid; Rahmansyah Yato; M. Aris Putra. 
3. Bagian Pemenangan Pemilu 
Andi Sumiati P. Tompo, SE; H. Ambo Dalle; Andi Syafar; Andi Sabrul 
Tjambo; Abdul Rauf; P. Mursalim. 
4. Bagian Pengabdian Masyarakat 
Anwar, SE; Andi Basira; Armin; Rustam; Hambali, S.Ag; Bahar. 
5. Bagian Hukum dan HAM 
Mashuri Pandudaya, SH, MH; Abdullah, SH; M. Yusuf Napi, SH; M. A. 





6. Bagian Informasi dan Komunikasi 
Andi Sukaminang; Hidayat; Tasman Tajangi, A.Md; Alibaba; Nurdin; 
A.  Massar Hasan. 
7. Bagian Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan 
Badaruddin, S.Pd; Syarifuddin, SE; Patiwiri; Burhan Dina; Ratno Timur; 
Jafran. 
Sebagaimana yang tertera pada Anggaran dasar Partai Golkar 
Pasal 19 ayat 4 yang berbunyi “Menyelesaikan perselisihan kepengurusan 
Dewan Pimpinan Daerah Provinsi” maka Partai Golkar melakukan rapat 
dan musyawarah besar dalam menyelesaikan sebuah konflik atau 
perselisihan agar tercipta perdamaian tanpa menimbulkan permusuhan 
antara sesama pengurus Partai Golkar. Menentukan kebijakan tingkat 
Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah 
Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat 
Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi 
Partai GOLKAR. 
Adapun pada Anggaran Rumah Tangga Pasal 47 ayat 1 yang 
berbunyi “Penyelesaian perselisihan hukum dengan musyawarah, 
arbitrase, dan peradilan”. Partai Golkar menggunakan penyelesaian 
konfliknya dengan cara tersebut sesuai dengan pasal yang tertera pada 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pada Bab ini penulis telah menemukan cara-cara manajemen 
konflik Internal Partai Golkar pada Pemilukada Kabupaten Pinrang Tahun 
2013. Berdasarkan hasil penelitian, adapun cara manajemen konflik 
internal Parta Golkar adalah Partai Golkar menggunakan cara Dominasi 
(Penekanan). Pada Dominasi yang dilakukan DPP Golkar maka tentu ada 
penyelesaian integratif dan kompromi untuk menghasilkan sebuah 
keputusan namun tetap segala keputusan bergantung pada Sistem yang 
digunakan Partai Golkar yang menggunakan Komando Otoritatif sehingga 
apapun keputusan tersebut harus dipatuhi oleh setiap kader maupun 
Pengurus Golkar. Penulis akan menjelaskan secara rinci pada penjelasan 
selanjutnya.  
Cara Manajemen Konflik Partai Golkar 
Pada dasarnya, setiap Partai politik memiliki cara tersendiri dalam 
mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi pada Partainya, begitu 
pula dengan Partai Golongan Karya (Golkar). Partai Golkar melandaskan 
dirinya pada asas Pancasila. Ada yang dinamakan Ikrar “Panca Bhakti” 
yang menjadi janji para seluruh kader Partai Golkar yang di junjung tinggi 
dan dipegang teguh oleh mereka. 
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Seluruh aturan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh 
pemimpin Partai Golkar berdasarkan anggaran dasar dan anggaran 
rumah tangga Partai Golkar. Semuanya tertuang dalam pasal-pasal yang 
ada di dalamnya baik dari segi pelanggaran hukum bahkan cara 
penyelesaiannya. Partai Golkar memiliki cara tersendiri dalam 
menyelsaikan sebuah permasalahan yang terjadi pada Partainya 
sehingga Partai tersebut dari dulu sampai sekarang tidak pernah terpecah 
hanya karena sebuah konflik yang terjadi pada Partainya baik internal 
maupun eksternal. 
Pada pembahasan ini diperuntukkan untuk menjawab 
permasalahan yang telah ditawarkan yaitu dengan melihat cara yang 
digunakan Partai Golkar dalam manajemen konflik yang terjadi pada 
Partainya dalam pemilihan Bupati Pinrang Tahun 2013. Cara tersebut 
diperuntukkan untuk tidak memperbesar konflik dan menekan konflik 
tersebut sesuai dengan sistem dan mekanisme yang diatur oleh Partai 
Golkar. 
Berdasarkan Petunjuk Pelaksana (Juklak) DPP Partai Golkar 
Nomor 13 bahwa di dalam juklat nomor 13 itu mensyaratkan survey, 
didalam survey itu dilihat tingkat popularitas dan tingkal elektabilitas calon. 
Survei dilakukan dengan tiga tahapan yaitu yang Pertama,  survey nama 
yakni berapa nama yang terjaring, kemudian kedua survey popularitas 
dan elektabilitasnya, dan yang terakhir survey penetapan. 
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Pada pengusungan Calon Bupati dari Partai Golkar di Kabupaten 
Pinrang menggikuti juklak Nomor 13 dimana pada saat survei elektabilitas 
merupakan hal yang didahulukan dibandingkan popularitas dalam 
menentukan Calon Bupati. Hal ini di pertegas oleh La Kama wiyaka,38 
“Disitu ada calon yang tingkat popularitasnya sudah 90 % tapi 
elektabilitasnya baru 20 lebih, tapi ada calon baru 30% tingkat 
elektabilitasnya tapi tingkat elektabilitasnya bisa mencapai 90% lebih 
artinya kalau kita ambil yang nomor satu kemungkinan naiknya itu 
sedikit tapi kalau kita ambil yang nomor 2 kemungkinan naiknya tinggi, 
itulah mekanismenya digolkar itu yang tekait dengan elektabilitas” 
Elektabilitas merupakan hal yang utama dalam menentukan Calon 
yang di usung Partai Golkar sehingga pada keputusan Rapat Pleno yang 
tidak memilih pasangan incumbent sebagai calon yang di usung Partai 
Golkar diakibatkan karena tingkat elektabilitas dari calon Wakil Ketua yang 
di pasangkan dengan incumbent memiliki survei yang rendah sehingga 
Golkar tidak memilih incumbent sebagai pasangan yang diusung Golkar 
melainkan pasangan yang memiliki elektabilitas yang tinggi sesuai survei 
yang telah dilaksanakan.  
Peran dan kewenangan DPP Partai Golkar juga dipertegas oleh 
Fungsionaris DPP Golkar Sulawesi Selatan, Ir. H. Abdillah Natsir,39 
“DPP punya kewenangan, DPP mempunyai kewenangan mutlak 
dalam menetapkan siapapun yang akan di usung oleh Partai golkar 
maju sebagai kontektor di pilkada, pertimbangan-pertimbagan dari 
DPD II, DPD I itu hanya akan menjadi pertimbangan yang turut 
menjadi bagian dari yang akan diperhatikan oleh DPP tetapi tetap 
                                                          
38 
Wawancara langsung dengan Kordinator Wilayah DPD I  Golkar SULSEL La Kama Wiyaka 
Tanggal 26/02/2014 Pukul 16.50 WITA 
39 Wawancara dengan Fungsionaris DPP Partai Golkar Sulawesi Selatan Ir. H. Abdillah 
Natsir Tgl 9/4/2014 Pukul 20.30 
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kewenangan itu ada di DPP. 15 orang tim pilkada pusat DPD itu hanya 
punya suara 1, 14 hak suara  dipegang oleh DPP, itu jelas di juklat 
DPP Partai golkar, sesuai denga namanya juklat, Petunjuk 
Pelaksanaan Pilkada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar” 
Sesuai dengan wawancara tersebut maka penulis menganggap 
bahwa Peran DPP sebagai peresmi dan semuanya diatur dalam 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang pada dasarnya telah 
dijelaskan didalamnya penanganan konflik dan peredam konflik yang 
terjadi pada internal Partai sehingga tidak menimbulkan perpecahan. DPP 
sebagai penimbang setiap keputusan-keputusan yang akan diambil 
kemudian dijalankan oleh setiap anggota Partai. Apapun keputusan yang 
diambil Partai Golkar bergantung hasil pertimbangan dari DPP Partai 
Golkar. Seperti pada Rapat pengambilan keputusan yang diambil DPP 
Golkar dalam menentukan calon bupati yang diusung oleh Golkar 
semuanya berdasarkan sistem dan mekanisme yang sudah diatur oleh 
juklat Partai Golkar. Hal ini yang dipertegas oleh fungsionaris DPP Golkar 
Sulawesi Selatan, Ir. H. Abdillah Natsir,40 
“segala informasi itu boleh, kalau golkar itu ada mekanismenya, 
mekanisme penetapan pilkada ada namanya tim pilkada pusat, jadi 
selama belum di tetapkan oleh tim pilkada pusat maka tidak akan ada 
yang boleh mengatakan bahwa ini yang bisa mengendarai. Itu satu 
juklatnya jelas. Terkait penetapan kabupaten pinrang kemarin kenapa 
bukan adi aslam yah berarti ada pertimbangan-pertimbangan yang  
yang di yang dianggap oleh DPP tidak memungkinkan andi aslam 
untuk di usung. Tidak ada kewenangan DPD II maupun DPD I dalam 
menentukan siapa calon Partai golkar yang akan diusung, jadi 
siapapun yang di tetapkan oleh DPP yah di terima Partai karena 
sistem Partai ini kan instruktif jadi begitu” 
                                                          





Semua atauran dan kewenangan dalam pengambilan keputusan 
dalam hal ini pengusungan Calon Bupati oleh Golkar maka semuanya 
bergantung atas pertimbangan DPP sebagai pemegang kewenangan 
sedangkan DPD baik itu di pusat maupun di daerah sebagai pengusul 
akan keputusan yang akan ditimbang oleh DPP Partai Golkar. 
Pada sebuah organisasi perlu adanya sebuah manajemen konflik 
begitu pula dengan Partai Golkar. Manajemen konflik bertujuan 
memfokuskan anggota pada visi, misi dan tujuan organisasi, kemudian 
meningkatkan keputusan melalui pertimbangan serta menciptakan 
prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik. Sesuai yang dikatakan 
oleh H. Sirajuddin Rasyid SE,41 
“konflik itu kan memang harus di manajemen, karena organisasi itu 
moderen kalau ada manajemen konfliknya, kan kalau tidak ada 
manajemenya kita kembali ke masa rimba akan terjadi saling 
membunuh. Padahal politik itu mulia, tujuan kita ini masuk di Partai 
politik itu jadi wakil rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Ya saya kira 
itu. kemudian di pake juga itu pemilukda sistem demokrasi. demokrasi 
memilih calon pemimpin menjadi pemimpin bagaimana 
mensejahterakan masyarakat kedepan. Ya jadi mulia, hanya  
kepercayaan itu yang perlu dimanajemen sehingga tidak terjadi 
konflik”. 
Hasil dari wawancara tersebut, penulis beranggapan bahwa konflik 
memang perlu di manajemen karena agar tidak terjadi konflik yang besar 
dan menyebabkan perpecahan pada Partai dalam hal ini Partai Golkar. 
                                                          
41 Wawancara dengan Sekertaris Golkar H. Sirajuddin Rasyid, SE  Tanggal 25/02/2014 
Pukul 14.15 WITA 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa akan selalu ada konflik pada sebuah 
organisasi dan hal itu memang selalu menuntut kita untuk menemukan 
solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dan hal itu dibutuhkan 
kepiawaian dalam mengelola konflik yang ada seperti yang ada pada 
Partai Golkar. 
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka adapun 
cara yang digunakan Partai Golkar dalam Manajemen Konflik yaitu : 
A. Dominasi (penekanan) 
Khusus pada pembahasan mengenai konflik internal yang terjadi 
pada Partai Golkar dalam pengusungan Calon Bupati Kabupaten Pinrang 
memang dibutuhkan manajemen konflik dalam penanganannya. Memang 
ada konflik yang terselesaikan sendiri tanpa ada pengelolaannya dan 
adapula konflik yang membutuhkan manajemen seperti yang terjadi pada 
Partai Golkar di Kabupaten Pinrang. 
Konflik ini mencoba memecah belah Partai Golkar di Pinrang 
dengan banyaknya Pengurus Ranting Golkar mendukung bukan dari 
Partainya. Penulis telah mendapatkan jawaban dari cara Partai Golkar 
dalam menyelesaikan Konflik yang terjadi pada saat itu. Salah satu 
informan kunci dari konflik tersebut adalah La Kama Wiyaka sebagai 
Kordinator Wilayah DPD I Golkar Sulawesi Selatan. 
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Cara yang dilakukan Partai Golkar dalam mengelola konflik yang 
terjadi pada saat pengusungan Calon Bupati dari Partai Golkar ialah 
dengan cara Rapat di Tim Tingkat Nasional. Rapat ini bertujuan untuk 
mendamaikan yang berkonflik dan mencarikan solusi atas konflik yang 
terjadi. Seperti yang dikatakan oleh La Kama Wiyaka,42 
“Majemen-manajemenya melalui rapat, iya rapat di tim tingkat 
nasional, dan calon di panggil. Calon di panggil untuk dimintai dan 
dikonsultasikan itulah manajemennya”. 
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bahwa cara yang 
diterapkan Partai Golkar dalam manajemen konflik yang terjadi adalah 
seperti konsep Pancasila yaitu pada Sila ke Empat yang berarti dengan 
musyawarah dan mufakat. Mempertemukan kedua kubu yang berkonflik 
dalam sebuah rapat pasti membutuhkan musyawarah untuk mufakat 
dalam sebuah rapat. Menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik 
merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga 
dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang 
mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa 
penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan 
ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Pada cara Partai 
Golkar mengadakan Rapat di tingkat Nasional dalam membahas konflik 
yang terjadi ini menghasilkan penyelesaian konflik yang bermufakat 
sehingga konflik tersebut dapat terselesaikan hanya dengan 
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membutuhkan waktu sehari dalam penyelesaiannya. Seperti yang 
dikatakan La Kama Wiyaka, “penyelesaian konfliknya hanya sehari dalam 
Rapat” 
Hal ini juga diungkapkan oleh Bupati Pinrang, Andi Aslam 
Patonangi, “Hubungan saya dengan Golkar Bagus. Harus dewasalah dalam 
berpolitik. Kita harus menghargai pilihan mereka”43 
Penyelesaian konflik tersebut tidak serta merta selesai tanpa 
menyisakan sebuah dampak akibat dari pengambilan keputusan yang 
diambil oleh DPP Golkar. Hubungan antara yang berkonflik memang 
sudah baik namun tetap menimbulkan sebuah dampak-dampak atau bias 
dari hal tersebut. Seperti yang dikatakan Abdi Baramuli,44 
“Selesai. Tapi Tentu ada bias-biasnya dalam mengahadapi pemilu 
legislatif, dalam menghadapi pilpres pasti ada bias-biasnya. Kemabali 
lagi dengan pengalaman Partai ini mengatasi hal-hal seperti itu 
menjadi bagian daripada kerja-kerja Partai golkar. Ada bias, ada 
dampak daripada itu. Apalagi beliau terpilih kembali saya tidak 
mengatakan bahwa dia dukung Partai lain, tidak. Tapi akibat daripada 
itu tentu ada bias. Pasti ada. Sekarang bagaimana Golkar mengatasi 
itu. Saya bilang lagi bahwa Golkar setiap permasalahan atau 
perubahan kondisi politik yang terjadi itu itu ccara mengatasinya itu 
dengan Sistem dan saya juga bisa mengatakan tidak ada satu Partai 
pun  di republik ini yang infrastrukturnya selengkap Partai Golkar 
sampai di tingkat desa keluarahan banhkan sampai tingkat lingkungan. 
Dan sekarang bagaiman memaksimalkan itu, soal keputusan yang 
diambil itu Partai Golkar dalam mengusung calon bupati kemudian 
keputusan itu lahir harus dijalankan, dipatuhi oleh seluruh kader, itu 
harus begitu. Tapi implemetasinya dilapangan kan tidak semulus apa 
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yang terjadi. Ada tentu riak-riak dibawah tapi bagaimana cara kita 
mengatasi itu” 
Manajemen konflik Partai Golkar dalam menyelesaikan konflik 
sebelum Pemilukada di Kabupaten Pinrang ini dapat dikatakan sangat 
efektif. Pada sebuah organisasi apapun, pengelolaan konflik ini akan 
selalu menggunakan Rapat dalam mencari solusi atas konflik yang terjadi. 
Begitu pula dengan Partai Golkar.  
Konflik yang disebut sebagai perpecahan Partai Golkar dalam hal 
pemberian dukungan kepada Pasangan yang bukan di usung oleh Partai 
Golkar mendapatkan jawaban tegas dari La Kama Wiyaka,45 
“Golkar itu dalam doktrinnya pada saat rapat memang berbeda tetapi 
begitu keputusan, doktrinya tidak ada, tidak ada yang keluar dari forum 
itu. untuk memutuskan orang diselesaikan dalam rapat, sedangkan 
kalau sudah selesai rapat dalam doktrin golkar itu semua satu, jadi 
sebelum keputusan boleh masing-masing mengajukan 
argumentasinya tapi begitu rapat semuanya satu, tidak ada dibilang 
golkar mendukung dua golkar mendukung 3 tidak ada itu, karena 
golkar ini terlengkap seluruh perangkat aturan organisasi yang dimiliki 
oleh Partai” 
Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa segala keputusan yang di 
ambil oleh Partai Golkar berdasarkan atas kekuasaan yang dipegang oleh 
DPP Golkar. Semua anggota berhak mengajukan argumen-argumennya 
namun pada segala keputusan ditentukan oleh DPP Golkar sehingga 
apapun keputusannya harus dipatuhi oleh seluruh kader dan pengurus-
pengurus Golkar. 
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Langkah-langkah ini sebagai cara yang dilakukan Partai Golkar 
dalam Manajemen Konflik yang terjadi dengan Rapat di Tingkat Nasional 
dengan Mengumpulkan keterangan/fakta. Fakta yang dikumpulkan 
haruslah lengkap dan akurat, tetapi juga harus dihindari tercampurnya 
dengan opini atau pendapat. Opini atau pendapat sudah dimasuki unsur 
subyektif. Oleh karena itu pengumpulan fakta haruslah dilakukan dengan 
hati-hati. Mengumpulkan keterangan itu yaitu menerima segala argumen-
argumen dari berbagai pihak baik yang setuju maupun tidak setuju dalam 
Rapat Penyelesaian Konflik Partai Golkar di Pinrang. Langkah selanjutnya 
yaitu Golkar menganalisis permasalahan yang terjadi dari hasil argumen-
argumen yang dikumpulkan kemudian mencari solusi dari permasalahan 
yang terjadi dan menyepakatinya. Hal ini setidaknya mendapatkan 
ungkapan setuju atau tidak setuju dari solusi yang di ambil. Seperti yang 
dikatakan oleh La Kama Wiyaka,46 
“Kalau persoalan setuju tidak setuju pada individunya kan semua 
begitu, diluar golkar, setingkat apapun pasti, kita harus mengambil 
keputusan dan tidak boleh lebih dari satu, tapi dia tidak berarti dia 
meninggalkan, karena buktinya ya untuk di pinrang ya, wakil dari pak 
aslam yang tidak di wakili oleh golkar ? tetap ini pak yah kurang sedikit 
tidak ada, jadi begitulah kelebihan yang dimiliki dalam Partai golkar 
dalam aturannya itu lengkap, dan kalau ada yang melanggar ada 
tahapan-tahapannya itu yang dia lalui untuk itu dan disitu mereka 
dipanggil untuk ditanyai alasannya” 
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Pernyataan setuju atau tidak setuju dalam sebuah rapat tersebut 
juga di ungkapkan oleh Abdi Baramuli,47 
“Setelah melalui rapat itu kan didengar apa masukannya, di satu sisi 
hasil dari rapat itu menjadi rangkuman kemudian melahirkan sebuah 
keputusan. Ada tentu juga yang seperti yang kita bahasakan tadi 
bahwa ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat tetapi lagi-lagi 
kita tidak bisa sangkali bahwa itu hasil keputusan rapat” 
Hal ini juga dibenarkan oleh pengamat politik pinrang yang penulis 
wawancarai sebagai informan yang sedikit banyak mengetahui konflik 
yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Pinrang dalam hal ini Partai 
Golkar. Suardi S. Hut,48 
“musyawarah mufakat itu legal, rapat itukan ada berapa, pertama kan 
musyawarah mufakat itu toh, kita musyawarah rapat  disitu kita kasi 
masuk argument, sebelum di plenokan ada komisi, setelah komisi di 
plenokan untuk, tujuannya untuk musyawarah mufakat kan, nah nanti 
maju ke langkah yang ekstrim itu berstep-step itu apabila sudah di 
musyawarahkan tidak bisa dapat mufakat maju lagi system kasi 
kesempatan berapa kali, setelah beberapa kesempatan dilewati ada 
lagi lobi-lobi, setelah tidak ini maka akhirnya voting. Saya sepakat 
dengan itu saya kira semua organisasi seperti itu bukan cuman di 
Partai golkar di organisasi mahasiswapun seperti itu ya kan biasa di 
selesaikan” 
Semua langkah-langkah tersebut sesuai dengan cara Partai Golkar 
dalam manajemen konflik yang terjadi pada Partainya dengan langkah-
langkah yang telah dijelaskan. Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut 
penulis menganggap bahwa pada cara Partai Golkar dalam manajemen 
konfliknya dengan cara Rapat di Tim Tingkat Nasional kemudian terdapat 
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langkah-langkah pengambilan keputusannya dapat dianalisis bahwa cara 
tersebut menggunakan cara Dominasi (Penekanan).  
Konflik yang lahir pada Partai Golkar seakan ditenggelamkan 
kemudian diselesaikan secara cepat namun tidak mendapatkan kepuasan 
terhadap berbagai pihak. Metode-metode dominasi biasanya memilki dua 
macam persamaan, yaitu : (a) Mereka menekan konflik, dan bahkan 
menyelesaikannya dengan jalan memaksakan konflik tersebut menghilang 
“di bawah tanah”; (b) Mereka menimbulkan suatu situasi manang-kalah, di 
mana pihak yang kalah terpaksa mengalah karena otoritas lebih tinggi, 
atau pihak yang lebih besar kekuasaanya, dan mereka biasanya menjadi 
tidak puas, dan sikap bermusuhan muncul. 
Cara Dominasi ini hampir sama dengan cara Komando otoritatif. 
Segala keputusan ditentukan oleh DPP Golkar dan seluruh kader dan 
pengurus harus mematuhinya karena jika tidak mematuhi tersebut maka 
dengan terpaksa mereka harus dikeluarkan oleh Partai. Seperti yang 
diungkapkan oleh Abdillah Natsir :49 
“kelebihan partai golkar tidak ada bilang kita musyawarah dulu rapat 
dulu  dpd tidak ada. nda boleh, kalau dia melawan perintah itu. Jika dia 
tidak merasa bahwa apa yang ditetapkan oleh DPP itu tidak diterima 
oleh DPD II yah berakibat pada penegakan aturan organisasi 
penegakan aturan partai, yang tidak mematuhi keputusan yang sudah 
ditetapkan oleh DPP berarti di tegur kalau sudah dilakukan teguran 
kemudian dia masih tidak bisa menerima yah ada jalan-jalan yang lain 
dan yang paling parah adalah pemecatan” 
                                                          




Berdasarkan ungkapan dari DPP Partai Golkar Sulawesi Selatan, 
penulis beranggapan bahwa seluruh kader dan pengurus Golkar memang 
dituntut untuk sangat patuh terhadap segala keputusan yang diambil oleh 
DPP Golkar sehingga apapun konflik yang terjadi pada Partainya mereka 
tertekan dan tidak dapat menolak keputusan yang diambil oleh DPP 
karena mereka dapat dipecat atau dikeluarkan dari Partai Golkar. Cara 
Dominasi ini lah yang digunakan oleh Golkar dalam manajemen 
Konfliknya. Mereka yang ingin mempertahankan argumennya terpaksa 
harus mengalah karena tertekan oleh keputusan yang diambil oleh DPP 
Partai Golkar. 
B. Penyelesaian Konflik Secara Integratif 
Pada cara Dominasi yang dilakukan Partai Golkar dalam 
Manajemen konflik Partainya maka ada hal yang tentu tidak lepas dari 
proses dominasi yang dilakukan Partai Golkar dalam menyelesaikan 
sebuah konflik yaitu penyelesaian secara integratif. Penyelesaian Konflik 
secara Integratif yaitu Menyelesaikan konflik secara integratif, konflik 
diubah menjadi situasi pemecahan persoalan bersama yang bisa 
dipecahkan dengan bantuan teknik-teknik pemecahan masalah (problem 
solving). Pihak-pihak yang bertentangan bersama-sama mencoba 
memecahkan masalahnya,dan bukan hanya mencoba menekan konflik 
atau berkompromi. Meskipun hal ini merupakan cara yang terbaik bagi 
organisasi, dalam prakteknya sering sulit tercapai secara memuaskan 
karena kurang adanya kemauan yang sunguh-sungguh dan jujur untuk 
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memecahkan persoalan yang menimbulkan persoalan. Partai Golkar tentu 
menggunakan cara penyelesaian secara integratif meskipun hanya sedikit 
saja karena cenderung menggunakan cara Dominasi untuk 
menyelesaikan Konflik.  
Problem solving memungkinkan adanya kontrol terhadap hasil yang 
dicapai oleh kelompok-kelompok yang terlibat. Masing-masing kelompok 
mempunyai hak yang sama untuk berpendapat dalam menentukan hasil 
akhir. Cara penyelesaian masalah ini biasanya dilakukan melalui 
pertemuan secara langsung antara pihak-pihak yang sedang mengalami 
konflik. Menurut Indriyo Gitosudarmo, M. Com. (Hons), dan I Nyoman 
Sudita, dalam pertemuan ini dilakukan identifikasi atas sumber yang 
menjadi penyebab timbulnya konflik dan melakukan pengembangan 
alternatif-alternatif solusi untuk menyelesaikannya.  
Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam strategi ini, yaitu: 
a. Identification of interests. Identifikasi kepentingan-kepentingan 
yang terlibat dalam konflik sangat kompleks. Salah satu hambatan 
dalam mencari solusi dalam konflik ini adalah tidak mampunya pihak-
pihak yang terlibat menterjemahkan keluhan yang samar-samar 
kedalam permintaan konkrit yang pihak lain dapat mengerti dan 
menanggapinya. 
b. Weighting interest. Setelah kepentingan teridentifikasi, masing-
masing pihak memberikan penilainnya terhadap kepentingannya. 
Penilaian ini sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka dan 
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kejujuran masing-masing pihak sehingga dapat dibuat prioritas atas 
kepentingan-kepentingan yang dihadapi pihak-pihak tersebut. 
c. Third-party assistance and support. Pihak ketiga diperlukan untuk 
memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, membuat 
usulan prosedur, menterjemahkan keluhan-keluhan kedalam 
permintaan yang konkrit, membantu pihak-pihak untuk 
mendefinisikan kepentingan relatif dari masalah yang dihadapi, 
menyusun agenda, membuat pendapat mengenai isu substansi . 
Pihak ketiga ini harus bersifat netral agar masingmasing pihak dapat 
menerima hasil yang disepakati. 
d. Interaksi antarkelompok dan Effective communication. Menurut 
Indriyo Gitosudarmo dan I Nyoman Sudita, Pihak-pihak yang terlibat 
terisolasi dalam persoalan yang tidak membutuhkan dialog secara 
langsung untuk mencapai solusi, tetapi mereka harus berkomunikasi 
aktif. Komunikasi ini diperlukan untuk mendefinisikan mengenai isu 
yang dihadapi bersama. 
e. Trust that an adversary will keep agreement. Keputusan yang 
diambil harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu 
jika ada pihak yang melanggar keputusan tersebut maka sebelum 
keputusan dijalankan harus dibuat struktur penalty/sanksi. 
Golkar dalam Manajemen Konfliknya tetap menggunakan langkah-
langkah problem solving dalam menentukan solusi yang harus diambil 
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pada Rapat yang digelar di pusat. Seperti yang diungkapkan oleh La 
Kama Wiyaka,50 
“Majemen-manajemenya melalui rapat, iya rapat di tim tingkat 
nasional, dan calon di panggil, saling di pertemukan. Calon di panggil 
untuk dimintai dan dikonsultasikan itulah manajemenya. Tim pilkada 
pusat, tim pilkada provinsi itu hanya dimintai pertimbangan sehingga 
selesai sehari saja dalam rapat” 
Hal ini juga ditambahkan oleh Abdy Baramuli tentang penyelesaian 
konfliknya secara integratif,51 
“Kita boleh memberikan anu, tapi pertimbangan lain dari DPP tentu 
harus juga didengar pertimbangannya.  Jadi akhirnya dari semua 
prosedur yang sudah dilewati maka lahirlah itu keputusan dan 
keputusan yang lahir melalui mekanisme atau Sistem aturan itu 
seluruh kader Partai Golkar harus bersatu untuk mengawal dan 
mengamani keptusan yang diambil. Siapapun orangnya” 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menganggap 
memang pada cara Manajemen Konflik Partai Golkar memang 
menggunakan cara integratif dalam penyelesaian konfliknya. Namun 
kembali lagi bahwa semuannya tergantung pada Keputusan DPP 
sehingga hal ini dapat dikatakan tetap menggunakan cara Dominasi 
meskipun ada sedikit bagian dimana ada penyelesaian secara integratif. 
Semua keputusan yang diambil oleh DPP melalui prosedur yang telah 
dilewati kemudian keputusan tersebut lahir berdasarkan Sistem dan 
Mekanisme yang berlaku pada Partai Golkar. Semua kader serta 
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pengurus harus patuh terhadap keputusan tersebut meskipun pada 
dasarnya ada pihak yang tidak setuju terhadap keputusan tersebut. 
Cara Golkar dalam manajemen konfliknya memang selalu 
berdasarkan Rapat dan di dalam Rapat tersebut banyak usulan-
usulan,kritikan-kritikan yang dikemudian dipertimbangkan untuk 
mendapatkan solusi yang terbaik bagi seluruh pihak sehingga apapun 
keputusan dari rapat tersebut, seluruh anggota dan pengurus harus ikhlas 
menerima semuanya dan tidak mengungkit-ungkit permasalahan tersebut 
lagi. Secara integratif Golkar menyelesaikan konfliknya pada sebuah 
Rapat di tingkat Nasional dan selanjutnya segala keputusan berdasarkan 
atas keputusan yang dikeluarkan oleh DPP Golkar. Hal ini yang 
diungkapkan oleh Abdy baramuli,52 
“DPP partai Golkar dalam melaksanakan rapatnya dalam menentukan, 
mengeluarkan atas keluarnya rekomendasi tersebut itu, yah sekali lagi 
saya bilang bahwa sistem yang berjalan mengundang misalnya ada 
Korwil Sulsel,Sulbar itu ada di undang kemudian provinsi juga 
diundang untuk membicarakan ini. Itulah mekanisme yang berlaku. 
Tapi kembali lagi keputusannya melalui rapat itu dan lahirlah 
keputusan itu. Setelah melalui rapat itu kan didengar apa masukannya, 
di satu sisi hasil dari rapat itu menjadi rangkuman kemudian 
melahirkan sebuah keputusan. Ada tentu juga yang seperti yang kita 
bahasakan tadi bahwa ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat 
tetapi lagi-lagi kita tidak bisa sangkali bahwa itu hasil keputusan rapat” 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menganggap bahwa 
Golkar dalam Manajemen Konfliknya telah melalui proses integratif dalam 
                                                          




membahas sebuah konflik atau masalah yang terjadi pada Partainya 
melalui rapat di tingkat Nasional namun tidak dapat dipungkiri bahwa 
meskipun ada pihak yang tidak setuju terhadap hasil keputusan tersebut 
maka pihak tersebut tetap tidak bisa berbuat apa-apa karena terikat oleh 
Sistem yang ada di Partai Golkar dan apapun keputusan yang dikeluarkan 
oleh DPP Golkar maka pihak yang tidak setuju tersebut tetap harus 
mengikuti keputusan tersebut sehingga meskipun pemecahan masalah 
telah didapatkan oleh rapat yang diadakan DPP Golkar namun tetap tidak 
mendapatkan kepuasan terhadap pihak yang berkonflik karena kurang 
adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memecahkan persoalan 
tersebut. Cara Dominasi inilah yang tetap digunakan Partai Golkar dalam 
menyelesaiakan konfliknya meskipun pneyelesaian integratif hanya 
sebagai pendukung cara tersebut. 
C. Komando Otoritatif 
Komando Otoritatif merupakan penyelesaian konflik yang 
menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain. 
Penyelesaian bentuk Komando otoritatif dikenal dengan istilah win-lose 
orientation. Komando Otoritatif bekerja dengan cara menentang pihak 
lain, berjuang untuk mendominasi dalam suatu situasi “menang – atau – 
kalah“, dan atau memaksakan segala sesuatu agar sesuai dengan 
kesimpulan tertentu, dengan menggunakan kekuasaan yang ada. Cara ini 
juga sering diasosiasikan dengan gertakan dan “hardball tactic” dari para 
pialang kekuasaan. Cara ini yang begitu mendukung pada cara 
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sebelumnya yang dikemukakan penulis yaitu Dominasi. Di dalam 
penggunaan cara Dominasi, selain ada penyelesaian integratif pada rapat 
tersebut maka untuk mencapai sebuah keputusan maka Partai Golkar 
menggunakan Komando otoritatif untuk mendominasi keputusan yang 
diambil oleh DPP.  
Komando Otoritatif adalah cara yang efektif bila suatu keputusan 
yang cepat dibutuhkan atau jika persoalan tersebut kurang penting dan 
Cara ini adalah paling baik digunakan bila dalam keadaan terpaksa. Hal 
ini dipergunakan sepanjang kita memiliki hak dan sesuai dengan 
pertimbangan hati nurani kita. Pada rapat di tingkat Nasional, Partai 
Golkar untuk mendamaikan kedua pihak yang berkonflik tersebut 
dibutuhkan cara bermusyawarah sehingga menghasilkan sebuah 
keputusan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak. Musyawarah 
yang dilakukan DPP Golkar juga tidak sembarangan. Seperti yang 
dikemukan oleh Abdillah Natsir,53 
“ada, pelanggaran kalau tidak mengikuti itu, partai itu punya aturan, 
bukan hanya harus di musyawarakan, musyawarakan juga harus 
punya patokannya” 
 
Hal yang menjadi acuan yang dalam manajemen Konflik Partai 
Golkar ialah bergantung pada Sistem dan mekanisme yang diberlakukan 
oleh Partai Golkar. Apapun yang dikatakan oleh Sistem, siapapun itu baik 
itu di tingkat pusat maupun di daerah harus patuh terhadap sistem yang 
berlaku. Hal ini yang membuat Partai Golkar dalam menangani konflik 
                                                          




internalnya tidak sampai membuat Partainya terpecah atau tidak solid. 
Seperti yang dikatakan oleh Abdi Baramuli,54 
“DPP Partai Golkar dalam melaksasnakan rapatnya dalam 
menentukan , mengeluarkan atas keluarnya rekomendasi tersebut itu, 
yah sekali lagi saya bilang bahwa sistem yang berjalan mengundang 
misalnya ada Korwil Sulsel,Sulbar itu ada di undang kemudian provinsi 
juga diundang untuk membicarakan ini. Itulah mekanisme yang 
berlaku. Tapi kembali lagi keputusannya melalui rapat itu dan lahirlah 
keputusan itu. Saya mau katakan disini bahwa Golkar besar , Golkar 
solid, Golkar selalu bisa mengatasi setiap perhelatan politik baik itu 
yang menyerang Golkar, dia solid itu karena satu saja yang dipegang 
oleh Golkar adalah Sistemnya. Golkar besar karena Sistem, Golkar 
besar bukan karena figur, bukan karena perorangan. Itulah tadi saya 
katakan bahwa tidak semua incumbent atau calon bupati yang 
dicalonkan kembali oleh Partai Golkar karena Sistem, bukan figur” 
Sistem yang begitu berpengaruh dalam pengambilan keputusan di 
Golkar sehingga konflik apapun yang terjadi pada internalnya maka 
dikembalikan kepada mekanisme dan sistem yang berlaku. Seperti halnya 
pada konflik yang terjadi pada Partai Golkar penyelesaiannya 
menggunakan kewenangan dari DPP kemudian memberikan komando 
kepada seluruh kader maupun pengurus untuk mematuhi apapun 
keputusan dari Partai Golkar. Siapapun yang tidak patuh pada keputusan 
tersebut bisa berakibat fatal.  Hal ini yang diungkapkan oleh Ir. H. Abdillah 
Natsir,55 
“Tidak ada cekcok, karena Partai itu seperti militer, yah tidak boleh, 
kalau dia melawan perintah itu. Contoh di enrekang  karena dia tidak 
merasa bahwa apa yang ditetapkan oleh DPP itu tidak diterima oleh 
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DPD II yah berakibat pada penegakan aturan organisasi penegakan 
aturan Partai, yang tidak mematuhi keputusan yang sudah ditetapkan 
oleh DPP berarti di tegur kalau sudah dilakukan teguran kemudian dia 
masih tidak bisa menerima yah ada jalan-jalan yang lain dan yang 
paling parah adalah pemecatan” 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis beranggapan bahwa 
Partai Golkar menggunakan Sistem sebagai Kekuatannya dan DPP 
sebagai pemegang kekuatannya. Sistem yang dipergunakan untuk 
mengatur setiap kader dan pengurus dengan cara militer. Apapun yang 
dikeluarkan oleh DPP Golkar maka itulah yang harus dipatuhi oleh setiap 
kader. Begitu pula dengan konflik yang terjadi pada internal Partai Golkar 
pada saat itu maka baik buruknya harus dijalankan oleh setiap kader 
maupun pengurus dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 
DPP Golkar. Itulah yang penulis sebut dengan mendominasi dengan cara 
Komando Otoritatif. Seperti yang ditegaskan oleh Ir. H. Abdillah Natsir,56 
“Harus diterima, segala keputusan DPP harus didukung oleh seluruh 
kader Partai yang tidak mau mendukung kader Partai yah minta maaf 
anda harus di luar” 
Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa kuatnya sistem dan 
mekanisme yang diberlakukan oleh Partai Golkar membuat para kader 
dan pengurus harus patuh pada setiap keputusan yang dikeluarkan oleh 
DPP Golkar. DPP Golkar menggunakan kewenangannya dalam menekan 
sebuah permasalahan seperti pada konflik internal yang terjadi pada 
Golkar pada Pemilukada yang lalu. Ini lah yang penulis sebutkan bahwa 
                                                          




cara manajemen konflik yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam 
pemilukada Kabupaten Pinrang diselesaikan berdasarkan Sistem dan 
mekanisme Partai Golkar.  
Musyawarah yang dilakukan oleh Partai Golkar pun harus selalu 
berdasarkan sistem dan mekanisme Partai Golkar sehingga tidak 
sembarangan dalam bermusyawarah. Rapat yang dilaksanakan untuk 
mendamaikan kedua pihak tersebut memang dibutuhkan waktu sehari 
dalam penyelesaiannya. Menurut yang dikatakan oleh H. Sirajuddin 
Rasyid, SE,57 
“Golkar itu ada namanya penanaman manajemen keadilan bahwa 
Partai golkar tentu memiliki tanggung jawab masing-masing. Untuk 
lebih fokus kemudian mematuhi aturan  yang memiliki tujuan bersama,  
agar memiliki suatu gerakan yang paling pas berpola, perlu diketuahui 
suatu membentuk pola, artinya mendewakan ya, artinya kalau 
ketuanya begini-begini, siapapun tapi kita lebih pelopor Partai golkar” 
 
Hal yang diungkapkan oleh Sekertaris Jenderal Partai Golkar 
Pinrang penulis artikan bahwa apapun yang dikatakan ketua maka para 
anggotanya harus mematuhi apa yang dikatakannya dengan artian bahwa 
anggota harus mendengar semua dan segala sesuatu keputusan yang 
diambil oleh Ketua sehingga kita harus legowo apapun yang diambilnya. 
Sesuai dengan salah satu cara manajemen konflik menurut Winardi yaitu 
komando otoritatif adalah Bersikap tidak kooperatif tetapi asertif; bekerja 
dengan cara menentang pihak lain, berjuang untuk mendominasi dalam 
suatu situasi “menang – atau – kalah“, dan atau memaksakan segala 
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sesuatu agar sesuai dengan kesimpulan tertentu, dengan menggunakan 
kekuasaan yang ada. Cara ini adalah cara yang digunakan bila suatu 
keputusan yang cepat dibutuhkan atau jika persoalan tersebut kurang 
penting dan strategi ini adalah paling baik digunakan bila dalam keadaan 
terpaksa.  
Hal ini yang dilakukan Partai Golkar dalam hal pengambilan 
keputusan selama sehari dalam rapat penyelesaian konflik yang terjadi 
pada Partainya. Pada Rapat tersebut para pihak boleh berargumen terkait 
masalah yang terjadi. Ada pihak yang setuju ataupun tidak pastilah ada 
didalam sebuah rapat dan itu merupakan hal yang lumrah. Begitupun 
kekecewaan ketika argumen yang dikatakan oleh sebuah pihak tidak 
diterima oleh pimpinan rapat namun berdasarkan otoritas ketua maka 
apapun keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah harus tetap 
diambil sehingga konflik tersebut tidak semakin melebar atau semakin 
membesar. Hal ini juga dibenarkan oleh La Kama Wiyaka,58 
“Untuk memutuskan orang diselesaikan dalam rapat, sedangkan kalau 
sudah selesai rapat dalam doktrin golkar itu semua satu, jadi sebelum 
keputusan boleh masing-masing mengajukan argumentasinya tapi 
begitu rapat semuanya satu, tidak ada dibilang golkar mendukung dua 
golkar mendukung 3 tidak ada itu, karena golkar ini terlengkap seluruh 
perangkat aturan organisasi yang dimiliki oleh Partai. Kalau persoalan 
setuju tidak setuju pada individunya kan semua begitu, diluar golkar, 
setingkat apapun pasti, karena harus mengambil keputusan dan tidak 
boleh lebih dari satu” 
                                                          
58 Wawancara dengan Kordinator Wilayah DPD I  Golkar SULSEL La Kama Wiyaka Tanggal 
26/02/2014 Pukul 16.50 WITA 
93 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka penulis beranggapan 
bahwa perbedaan apapun yang ada pada saat Rapat baik itu setuju atau 
tidak setuju maka mereka tetap satu ketika rapat telah selesai. Pada 
Rapat tersebut sebelum pengambilan keputusan maka boleh diantara 
pihak-pihak yang berkonflik berargumentasi atau disebut bermusyawarah 
sebelum diputuskan. Ketika persoalan setuju maupun tidak terhadap 
keputusan yang diambil maka itu merupakan otoritas ketua dalam 
mengambil keputusan sehingga apapun keputusan tersebut harus 
dipatuhi oleh berbagai pihak. Hal ini juga yang dibenarkan oleh Suardi, 
S.Hut,59 
“Komando toh, saya bilang tadi dia kan cuman kabupaten, nah lakama 
provinsi tidak mungkin abdi mau bertentangan pendapatnya dengan 
lakama. Begitupun provinsi toh kalau sudah Abu Rizal mengatakan 
seperti ini sistemnya biar pak gubernur tidak berani bilang seperti ini. 
kalau pak bupati bilang A saya juga sebagai bawahan memilih A toh, 
begitu. kenapa kita seperti itu karena sistim yang membentuk strategi. 
system yang memutuskan, kemerdekaan tidak ada” 
Segala sesuatunya memang berdasarkan apa yang dikatakan oleh 
Atasan. Kita tunduk dan patuh terhadap segala keputusan yang dikatakan 
oleh pimpinan. Begitu pula dengan Partai Golkar. Semuanya satu 
komando. Para anggota harus patuh terhadap kesimpulan hasil rapat 
sehingga tidak ada lagi komplen terhadap keputusan yang diambil oleh 
ketua. Oleh karena itu disitulah metode komando otoritatifnya seperti Cara 
manajemen konflik menurut Winardi. 
                                                          




Konsep Win-Lose merupakan konsep untuk menganalisis cara 
yang dilakukan Partai Golkar dalam manajemen konfliknya dalam hal ini 
pada langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut dalam Rapat 
penyelesaian konflik Pemilukada Tahun 2013. Paradigma ini mengatakan 
jika “saya menang, anda kalah “. Konsep ini juga tentu merupakan 
pendukung terjadinya cara Dominasi yang dilakukan Partai Golkar dalam 
Manajemen Konflik. Pada konsep ini seseorang cenderung menggunakan 
kekuasaan, jabatan, mandat, barang milik, atau kepribadian untuk 
mendapatkan apa yang diinginkan dengan mengorbankan orang lain. 
Paradigma ini seseorang akan merasa berarti jika ia bisa menang dan 
orang lain kalah. Ia akan merasa terancam dan iri jika orang lain menang 
sebab ia berpikir jika orang lain menang pasti dirinya kalah. Jika menang 
pun sebenarnya ia diliputi rasa bersalah karena ia menganggap 
kemenangannya pasti mengorbankan orang lain. Pihak yang kalah pun 
akan menyimpan rasa kecewa, sakit hati, dan merasa diabaikan. 
Konsep Win-Lose ini telah tergambar pada cara yang digunakan 
Partai Golkar dalam Manajemen Konfliknya karena untuk menjaga 
keutuhan Partainya dari berbagai Konflik yang terjadi. DPP membuat 
keputusan yang harus diterima dan dipatuhi oleh seluruh Kader dan 
Pengurus Golkar dan tidak dapat membantah akan keputusan tersebut 
melainkan rela menjalankan keputusan tersebut dengan harapan tidak 
dikeluarkan oleh Partai Golkar meskipun keputusan tersebut tidak 
disetujui oleh pihak-pihak tertentu.  
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Penulis dapat menganalisis bahwa pihak yang “Win” adalah DPP 
Golkar yang menggunakan kekuasaannya untuk mengambil keputusan 
apa saja yang dianggap baik untuk Partainya kemudian pihak yang “lose” 
adalah pihak yang sebenarnya tidak menyetujui keputusan yang 
dikeluarkan oleh DPP namun karena aturan Partai maka mereka harus 
patuh dan tunduk pada aturan tersebut kemudian menjalankan keputusan 
tersebut. Sehingga apapun keputusan yang diambil DPP harus diterima 
dan dijalankan oleh Kader atau pengurus Partai Golkar. Itulah yang 
penulis katakan bahwa cara Dominasi tentu didalamnya terdapat 
penyelesaian secara integratif dan untuk mendominasi tersebut Partai 
Golkar menggunakan Komando Otoritatif. 
D. Kompromi 
Kompromi adalah salah satu cara manajemen konflik. Kompromi 
mencoba menyelesaikan konflik dengan menemukan dasar yang di 
tengah dari dua pihak yang berkonflik. Cara ini lebih memperkecil 
kemungkinan untuk munculnya permusuhan yang terpendam dari dua 
belah pihak yang berkonflik, karena tidak ada yang merasa menang 
maupun kalah. Meskipun demikian, dipandang dari pertimbangan 
organisasi pemecahan ini bukanlah cara yang terbaik, karena tidak 
membuat penyelesaian yang terbaik pula bagi organisasi, hanya untuk 
menyenangkan kedua belah pihak yang saling bertentangan atau 
berkonflik. Selain dari kedua cara yang mendukung cara Dominasi yang 
digunakan Partai Golkar dalam Manajemen Konfliknya juga dibutuhkan 
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Kompromi untuk menyelesaikan tersebut meskipun tidak terlepas dari 
cara Dominasi. 
Hal yang termasuk kompromi diantaranya adalah: 
- Akomodasi. Penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi 
bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian 
pada pihak lain tanpa ada cara memperjuangkan tujuannya sendiri. 
Proses tersebut adalah taktik perdamaian. 
- Sharing. Suatu pendekatan penyelesaian kompromistis antara 
dominasi kelompok dan kelompok damai. Satu pihak memberi dan 
yang lain menerima sesuatu. Kedua kelompok berpikiran moderat, 
tidak lengkap, tetapi memuaskan. 
Cara kompromi merupakan salah satu yang digunakan Golkar 
dalam manajemen konflik internalnya. Kompromi disaat rapat di tingkat 
nasional dalam rangka membahas konflik yang terjadi adalah wujud untuk 
mencapai penyelesaian konflik dan tidak membesarkan konflik yang 
terjadi. Hal ini yang diungkapkan oleh La Kama Wiyaka,60 “kapan tidak ada 
kompromi ini diluar politik, dia sosial kah, dia ormas kah, ketika dalam parpol itu 
dalam teori politik intinya ini kompromi” 
Hal yang diungkapkan oleh korwil DPD I Golkar, penulis 
beranggapan bahwa memang di dalam kondisi apapun baik itu rapat atau 
ingin mencapai segala sesuatu dibutuhkan kompromi dalam hal yang 
diinginkan misalnya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Meskipun 
                                                          
60 Wawancara dengan Kordinator Wilayah DPD I  Golkar SULSEL La Kama Wiyaka Tanggal 
26/02/2014 Pukul 16.50 WITA 
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pada dasarnya ada pihak-pihak yang tidak setuju pada awalnya namun 
karena semua itu diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran rumah 
tangga serta mekanisme-mekanisme yang berlaku pada Golkar maka 
semua dapat terselesaikan dengan menerima segala keputusan dengan 
ikhlas.  
Hal ini yang penulis analisis terkait pengertian kompromi yang 
terdapat pada tinjauan pustaka. Akomodasi juga menjadi bagian dari 
manajemen konflik yaitu membiarkan keinginan pihak lain menonjol, 
meratakan perbedaan-perbedaan guna mempertahankan harmoni yang 
diciptakan secara buatan. Akomodasi digunakan Golkar dalam 
manajemen konfliknya terlihat dalam rapat di tingkat nasional dalam 
membahas konflik tersebut dengan teknik berkompromi, pernyataan 
setuju atau tidak setuju oleh berbagai pihak diratakan  karena harus dapat 
mengambil sebuah keputusan namun tindakan akomodasi ini tidak untuk 
menindas bawahan atau pihak yang lemah namun tetap tidak ada 
perbedaan antara pihak bawah dengan pihak atasan.  
Akomodasi yaitu meratakan perbedaan-perbedaan guna 
mempertahankan harmoni yang diciptakan secara buatan. Akomodasi 
digunakan agar apapun keinginan yang diinginkan oleh setiap pihak yang 
berkonflik tetap dibicarakan dan dipertimbangkan oleh DPP sehingga hasil 
dari keputusan tersebut berasal dari perataan argumen-argumen yang 
diusulkan oleh pihak-pihak yang terkait.  
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Menurut Abdy Baramuli,61 
“Setelah melalui rapat itu kan didengar apa masukannya, di satu sisi 
hasil dari rapat itu menjadi rangkuman kemudian melahirkan sebuah 
keputusan. Ada tentu juga yang seperti yang kita bahasakan tadi 
bahwa ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat tetapi lagi-lagi 
kita tidak bisa sangkali bahwa itu hasil keputusan rapat. Kita 
meratakan semua argumennya” 
Berdasarkan hal yang dikemukakan oleh Ketua DPD II Golkar Pinrang 
tersebut maka penulis menganalisis bahwa memang pada dasarnya 
ketika dalam proses rapat tersebut tentu untuk menghasilkan sebuah 
keputusan DPP meratakan argumen-argumen tersebut namun pihak yang 
sepakat atau tidak sepakat tetap tidak dapat berbuat apa-apa karena 
semuanya kembali pada keputusan rapat dan mereka harus menerima 
dan menjalankan keputusan yang diambil oleh DPP Golkar. Penulis 
beranggapan bahwa meskipun dianggap berkompromi pada Rapat yang 
digelar tersebut akan tetapi tetap hanya menciptakan solusi buatan yang 
belum bisa memuaskan seluru pihak. Kembali lagi pada konsep Win-Lose 
tersebut bahwa DPP adalah penentu segala keputusan dan seluruh kader 
harus mematuhinya. Oleh karena itu cara Dominasi sebagai cara yang 
cenderung digunakan Partai Golkar dalam manajemen Konfliknya 
meskipun didalam proses rapat yang dilakukan dalam mencari sebuah 
keputusan tentu juga menggunakan cara penyelesaian integratif dan 
kompromi kemudian untuk mencapai keputusan yang diinginkan maka 
untuk mendominasi tersebut maka Partai Golkar menggunakan Komando 
                                                          




Otoritatif sehingga konflik tersebut ditekan kemudian apapun keputusan 






















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan singkat sebelumnya mengenai 
Manajemen Konflik Partai Golkar pada Pemilukada Kabupaten 
Pinrang Tahun 2013, sesuai dengan rumusan masalah ada 
beberapa hal yang dapat disimpulkan penulis adalah sebagai 
berikut :  
 Partai Golkar dalam cara untuk manajemen konflik yang 
terjadi pada Partainya menggunakan Rapat pada tingkat 
Nasional atau di pusat dalam rangka mempertemukan pihak-
pihak yang berkonflik kemudian hasilnya ditentukan oleh 
DPP Golkar kemudian apapun keputusan tersebut harus 
dijalankan oleh setiap kader atau pengurus Partai Golkar. 
 Cara yang digunakan Partai Golkar dalam manajemen 
konfliknya yaitu Dominasi(Penekanan), Penyelesaian secara 
Integratif, Kompetisi atau Komando Otoritatif yaitu bekerja 
dengan cara menentang pihak lain, berjuang untuk 
mendominasi dalam suatu situasi “menang – atau – kalah “, 
dan atau memaksakan segala sesuatu agar sesuai dengan 
kesimpulan tertentu, dengan menggunakan kekuasaan yang 
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ada. Golkar selalu berdasarkan pada Sistem dan 
Mekanismenya. Sistem dan Mekanisme itulah yang menjadi 
komando otoritatif. Hal itu untuk menekan konflik kemudian 
memaksakan konflik tersebut selesai meskipun memiliki 
dampak-dampak yang terjadi pada kedua pihak yang 
berkonflik. Hal ini dikeluarkan langsung oleh pemegang 
wewenang yaitu DPP Golkar. Kompromi yaitu 
mempertemukan kedua belah pihak kemudian 
membicarakan hal-hal yang terbaik yang mesti dilakukan 
ketika berkonflik sehingga melahirkan keputusan yang 
diambil bersama namun hanya menghasilkan solusi buatan 
karena semuanya kembali lagi pada Sistem dan Mekanisme 
Golkar. Partai Golkar cenderung menggunakan cara 
Dominasi untuk menyelesaikan Konfliknya meskipun pada 
Rapat tersebut juga digunakan cara penyelesaian secara 
integratif dan kompromi serta untuk mencapai keputusan 
yang diinginkan tersebut maka Partai Golkar menggunakan 
cara Komando Otoritatif untuk mendominasi Konflik tersebut. 
Ketiga cara tersebut merupakan pendukung dari cara 
Dominasi yang digunakan Partai Golkar dalam 






Selain kesimpulan diatas penulis ingin memberikan bebarapa saran 
berkaitan dengan Manajemen Konflik Partai Golkar pada Pemilukada 
Kabupaten Pinrang Tahun 2013, sebagai berikut: 
 Partai Golkar dalam mengambil sebuah keputusan dalam hal 
ini pemegang wewenang yaitu DPP Partai Golkar hendaknya 
tidak menggunakan cara Dominasi untuk menekan konflik 
tersebut sehingga untuk mencapai keputusan yang diinginkan 
Partai Golkar menggunakan cara Komando Otoritati untuk 
mendominasi konflik tersebut yaitu memaksakan kehendak 
atau sebuah keputusan yang diambil kemudian menjadikan 
hal tersebut sebagai pemecahan masalah yang belum tentu 
diterima oleh kedua belah pihak. Sistem militer yang 
digunakan oleh Partai Golkar tidak serta merta sebagai 
pemecahan masalah melainkan sebagai penekan masalah 
sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka harus diterima 
oleh pihak yang bersangkutan. Penulis hendak menyarankan 
cara yang semestinya digunakan oleh Partai Golkar dalam 
manajemen konfliknya yaitu menggunakan cara Penyelesaian 
secara integratif. Pada Rapat yang diadakan tentu semua 
pihak menginginkan keputusan yang tidak didominasi oleh 
pihak-pihak yang mencampurkan kepentingan pribadi dengan 
kepepntingan Partai sehingga pada Cara Penyelesaian 
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Integratif, secara integratif konflik tersebut dicarikan solusi 
yang benar-benar tepat sehingga memuaskan segala pihak 
meskipun butuh proses yang cukup lama dalam hal 
pengambilan keputusannya. Penulis juga menyarankan 
bahwa Partai Golkar tetap menggunakan cara Komando 
otoritatif namun dengan orientasi Win-Win. Win-Win artinya 
kerangka pikiran dan hati yang terus menerus mencari 
keuntungan bersama dalam semua interaksi. Menang-
Menang berarti mengcarakan semua pihak merasa senang 
dan puas dengan pemecahan masalah atau keputusan yang 
diambil. Paradigma ini memandang kehidupan sebagai arena 
kerja sama bukan persaingan. Paradigma ini akan 
menimbulkan kepuasan pada kedua belah pihak dan akan 
meningkatkan kerja sama kreatif. Pada konsep tersebut tetap 
ada berkompromi namun tetap mengcarakan semua pihak 
setuju dengan keputusan yang diambbil dengan kata lain DPP 











Ajatappareng, Tarik rekomendasi Kader Golkar Pinrang Kecewa, Sabtu 4 Mei 
2013 
Arifin, Rahman. 2002. Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural 
Fungsional, SIC : Surabaya 
Coser, Lewis. 2009. Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer, PT.Raja 
Grafindo Persada : Jakarta 
Dean J, Pluit dan Rubbin Jeffry. 2004. Teori Konflik Sosial, Pustaka Pelajar : 
Yogyakarta 
Don A. Amore, Dkk. 2005. Conflict of interest, Cambridge university press: New 
York 
Duverger, Maurice. 1988. Parpol dan Kelompok Kepentingan, Rajawali Press: 
Jakarta 
Fisher, R. 1964. Fractionating conflict. Dalam R. Fisher, ed. Internasional conflict 
and behavioral science: the craigville papers. New York: Basic Books. 
Fisher, S. Dkk. 2001. Mengelola Konflik keterampilan dan strategi untuk 
berindak, SMK Grafika Desa Putra : Jakarta 
Harrison, Lisa. 2009. Metodologi Penelitian Politik, Kencana : Jakarta 
K, Bartens dan Nugroho. 1985. Realita Sosial, Gramedia Pustaka : Jakarta 
Manchaster Open Learning. 1997. Management Action Guide (Mengendalikan 
Konflik dan Negosiasi) Gramedia: Jakarta 
Munas VIII Partai Golkar Tahun 2009 “ Suara Rakyat Suara Golkar “ Hal 82. 
Sekertariat Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tahun 2009. 
Ordeshook, Peter C. 1990. The Emerging Discipline of Political Economy, dalam 
James E. Alf dan Kenneth A. Shelpse, Perspective on Positive Political 
Economy, Cambridge University Press : Melbourne 
Pratignyo, Imam. 1984. Ungkapan Sejarah Lahirnya Golkar, Yayasan Bhakti: 
Jakarta 
Sani, Arbit. 1982.  Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta kekuatan politikdan 
pembangunan, Rajawali Press : Jakarta 
Santosa, Slamet. 1999. Dinamika Kelompok, Bumi Aksara : Jakarta 
SD, H. Soenarko. 2005.  PUBLIC POLICY: pengertian pokok untuk memahami 
dan analisa kebijaksanaan pemerintah, Airlangga University Press : 
Surabaya 
Soekanto, Soerjono. 1995. Sosiologi Suatu Pengantar, Graha Grafindo : Jakarta 
Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik , PT. Gramedia Widiasarana : 
Jakarta 
William, Hendricks. 2000. Bagaimana Mengelola Konflik (Petunjuk Praktis untuk 
Manajemen Konflik yang Efektif), Bumi Aksara: Jakarta 
Winardi. 1994. Manajemen Konflik(konflik perubahan dan pengembangan), 
Mandar maju : Bandung 
Wirawan. 2010. Konflik dan manajemen konflik(teori, aplikasi, dan penelitian), 
Salemba Humanika : Jakarta 
105 
 
Tribun Timur, Pimpinan Kelurahan Golkar Pinrang Membelot, Senin 19 Agustus 
2013 
www.wikipedia.com 
 
